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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin
daftar huruf dan transliterasinya huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Komponen

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

\ Alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa S es dengan titik di atas

a Ja J Je

c Ha H ha dengan titik di bawah
e Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z zet dengan titik di atas

B Ra R Er

B Zai Z Zet

o Sin S Es

8= Syin Sy es dan ye
o= Sad S es dengan titik di bawah
o Dad d de dengan titik di bawah
L Ta T te dengan titik di bawah
L Za i zet dengan titik di bawah
¢ ‘Ain ‘ apostrof terbalik

¢ Ga G Ge

- Fa F Ef

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda
apapun.Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda ().
2. Vocal
Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa Arab
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yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai

berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
| Kasrah I I
i Dhammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf . Transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& fathah dan ya Ai adani
8" kasrah dan waw Au adanu
Contoh :
Cas - kaifa bukan kayfa
J% : haula bukan hawla
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Huruf dan
dan Huruf Nama Tanda Nama
- fathahdan alif, fathah dan - o
9 16 A a dan garis di atas
waw




SEo kasrahdan ya I i dan garis di atas

G dhammahdan ya U u dan garis di atas
Contoh:”

&L mata

&4 Lrama

&g yamitu

4. Ta Marbtah
Transliterasi untuk ta marbdtah ada dua, yaitu ta marbdtah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t).Sedangkan
ta marbdtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbdtah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbdtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
JUbYT iy : raudah al-asfal
HIEH B AR : al-madanah al-fadilah

4 . al-hikmah



5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (:?), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
LS5 : rabbana
ke  najjaana
= - al-haqq
&4 - al-hajj
(Ju} : nu’ima
53&3« : ‘aduwwun

Jika huruf (s bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(&9, maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (&).
Contoh:

(e fali (bukan ‘aliyy atau “aly)

bie 1 ‘arasi (bukan ‘arasiyy atau ‘arasy)

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J' (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah.
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Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung Kata sandang ditulis terpisah dari

kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
:,»MJ\ - al-syamsu  (bukan asy-syamsu)
EA  al-zalzalah  (bukan az-zalzalah)
AN  al-falsafah
S - al-bilddu
7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah

terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa

alif.

Contoh:
05346 : ta’murina
1340 : al-nau’
£l . syai'un
ER .
3l : umirtu

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah Kkata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
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yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata
al-Qur’an (dari al-Qur’an), alnamdulillah, dan munagasyah.Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi

secara utuh.

Contoh:
Fi al-Qur’an al-Karim
Al-Sunnah gabl al-tadwin

9. Lafaz Aljalalah (<0

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:
A 25 : dinullah

S - billah

4

Adapun ta marbdtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf (t).
Contoh:
L A : hum fi rahmatillah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,

CDK, dan DR).

Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasul
Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur’an
Nasr al-Din al-Tasi
Nasr Hamid Abu Zayd
Al- Tafi
Al-Maslahah fi al-Tasyri’ al-Islami
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak/)
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-
Walid Muhammad

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abu)




harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi. Contoh:
B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = subhanahu wa ta’ala
SAW. = allallahu ‘alaihi wa sallam
a.s = alaihi al-salam

Q.S = Qur’an, Surah

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS .../...:4 =QS al-Bagarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/: 4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Arka Damayanti, 2021: “Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) Dalam Pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) Di Kabupaten
Luwu Utara”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam
Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Arsyad. L, S.Si., M.Si

Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara
terus meningkat, berdasarkan data Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan
Ukm, terdapat 13.200 umkm di Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah tenaga kerja
sebayak 18.685 di tahun 2020 Melihat potensinya Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
dituntut untuk terus memberdayakan UMKM melalui program pembinaan,
manajemen, memberikan bantuan baik dibidang pemasaran juga pemodalan agar
UMKM ini nantinya tidak hanya berkembang namun dapat tumbuh menjadi usaha
yang mendiri. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran
Pemerintah Daerah serta mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan penghambat
pemberdayaan umkm di Kabupaten Luwu Utara. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang
diperoleh adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan umkm di
Kabupaten Luwu Utara telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan
nasional yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Taknisi pemberdayaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara diwujudkan dengan memperbaiki
iklim usaha baik dari aspek pedanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha,
kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan
kelembagaan. Upaya pemerintah dalam penguatan potensi usaha dilakukan
dibeberapa bidang yakni bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya
Manusia serta desain dan teknologi. Adapun upaya pemerintah dalam perlindungan
usaha adalah dengan menekan persaingan usaha, membagun kualitas UMKM baik
dari segi produk melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun bantuan hibah
serta meningkatakan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program
pelatihan kewirausahaan dan memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk
masuk ke ritel-ritel modern di Kabupaten Luwu Utara. Beberapa faktor yang menjadi
pendukung pemberdayaan umkm di Kabupaten Luwu Utara yakni SDM, bantuan
modal dan peralatan, kekayaan SDA, serta kebijakan pemerintah. Disamping itu,
terdapat beberapa faktor penghambat pemberdayaan di Kabupaten Luwu Utara, yakni
keterbatasan anggaran, SDM, pandemi covid-19 serta sulitnya akses jalan ke lokasi-
lokasi terpencil.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran penting untuk mencapai tujuan negara. Ada tiga
fungsi dasar pemerintahan, yakni fungsi pemberdayaan, fungsi pembangunan, dan
fungsi pelayanan.! ketiganya memiliki hubungan satu sama lain, yaitu fungsi
pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengelolaannya.
Fungsi pemberdayaan (empowering) yang memiliki tujuan agar masyarakat memiliki
kemandirian, dan fungsi pembangunan (development) yang memiki tujuan agar
terciptanya kemakmuran dalam masyarakat.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD
1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah
yang dianggap esensial dalam pelaksanaannya dengan mengutamakan prinsip
demokrasi, peran masyarakat, keadilan dan potendu yang dimiliki daerah tersebut.?

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal sebagai Undang-Undang
Pemerintahan Daerah dimana pemerintahan daerah sendiri mempunyai kewenangan
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan masyarakat di daerahnya.’

Dengan demikian pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat pencapaian

!Dadang Sufianto, Etika Pemerintahan Di Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2016).

2H.AW. Widjaja, Pemerintah Desa/Marga (Berdasarkan Undang — Undang Nomor
22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

3“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”
(n.d.),https:/imvww.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/Perka_ BKPM_15 2015.
pdf.



kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan

Pemberdayaan yang dimaksud ialah suatu proses dimana masyarakat yang
belum mampu mengakses sumber daya pembangunan, didorong supaya tercipta
kemandirian masyarakat. Pemberdayaan juga merupakan siklus, proses terus-menerus
terjadi, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok
formal dan informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dan mengejar tujuan
bersama.*

Ajeng Wulandari dan L Hakim menjelaskan bahwa pemberdayaan memiliki
tujuan yakni meningkatkan kemampuan mereka (masyarakat) disemua aspek dengan
tujuan agar terciptanya kemandirian masyarakat serta terbebas dari keterbelakangan
dan kemiskinan. UMKM ialah metode yang efektif dalam pengetaskan kemiskinan.
UMKM mampu membuka dan memperluas kesempatan kerja untuk memberikan
pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat.

Hal senada juga dijelaskan oleh Dhea Cinthya menjelaskan dalam
penelitiannya bahwa salah satu sektor yang berperan dalam menampung tenaga kerja
yang cukup besar adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM mampu memberikan kesempatan Kkerja, sehingga dalam hal ini perlu

“Moh Nur Akbar, “Analisis Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah”
(Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

SA Wulansari and L Hakim, “Strategi Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang
Dalam Pemberdayaan UMKM,” Jurnal Penelitian Administrasi Publik 7,no.1 (2021): 82-93,
http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5172/3623.



dilakukan pemberdayaan sektor UMKM.® Kebangkitan para pelaku UMKM dapat
dilihat dari bagaimana UMKM dapat memanfaatkan sumber daya yang ada,
menciptakan penawaran baru, manajemen baru, kemitraan baru, belajar bangkit dan
membuat bisnis yang ekosistem sekarang. "Mengingat pentingnya peran UMKM
dalam pembangunan ekonomi daerah, maka diperlukan pemberdayaan UMKM yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar mampu menjadi usaha mandiri dan
tangguh

Dari beberapa artikel yang disebutkan di atas, ternyata terdapat perbedaan
hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Windu Widuri tahun 2017 berjudul
Strategi Penelitian Kota Tasikmalaya Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (Studi Pada Pengelolaan Koperasi, Usaha Industri Mikro Kecil Menengah
dan Perdagangan di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya
yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal dalam mengatasi kekhawatiran
masyarakat.

Sedangkan dalam Penelitian Muhlis Hajar Adiputra Tahun 2020 dengan
penelitiannya Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Dari

hasil penelitiannya menjelaskan peran Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan

®Dhea Cinthya, Jurnal Sosial et al., “Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus UMKM
Batik Teyeng Kecamatan Benowo Kota Surabaya)” 1 (2020), http://www.jsep.org/index.php/jsep/inde
ks.

"Muh. Ruslan Abdullah dan Abd. Kadir Arno, Reincarnation of MSMEs After the
Government’s Policy on Economics Recovery Due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia, Technium
Social Sciences Journal, VVol.27, 452-462, 2022, www.techniumsciencea.com.



sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat. Dari adanya perbedaan penelitian
tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya kebijakan pemerintah dalam Pemberdayaan
UMKM sudah ada dan sebagian telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun masih
ada kendala-kendala dan kebijakan Pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal.

Tabel 1.1 UMKM Di Kabupaten Luwu Utara

Tahun Jumlah UMKM
2017 12.865
2018 12.980
2019 12.980
2020 13.200

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara

UMKM merupakan salah satu koponen penting perekonomian suatu negara
atau daerah khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara merupakan
kabupaten terluas di Sulawesi Selatan yakni 7.502,58 km persegi. Kabupaten Luwu
utara terbagi menjadi 15 kecamatan. Pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten
Luwu Utara mengalami kenaikan hingga mencapai 13.200 unit dengan jumlah tenaga
kerja sebanya 18.685. Melihat potensinya Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dituntut
untuk terus memberdayakan UMKM melalui program pembinaan, manajemen,
memberikan bantuan baik dibidang pemasaran juga pemodalan agar UMKM ini
nantinya tidak hanya berkembang namun dapat tumbuh menjadi usaha yang mendiri.

Selain penting, pengembangan UMKM oleh Pemerintah juga sangat
dibutuhkan, kemajuan UMKM juga ditentukan oleh dukungan serta bantuan yang

diberikan oleh pemerintah dalam rangka mengatur struktur ekonomi kerakyatan yang



berlandaskan keadilan.® Oleh karena itu, perlunya campur tangan pemerintah
kKhususnya lembaga pemerintahan yang bertaggung jawab dalam pengembangan
UMKM sesuai dengan asas desentralisasi yang memberikan otonomi kepada
Pemerintah Daerah dalam membantu kinerja Pemerintah Pusat.

Pemberdayaan UMKM telah diatur dalam UU No 20 Tahun 2008, sehingga
Pemerintah Daerah dituntut untuk memperhatikan UMKM di daerahnya sebagai
perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Peran pemerintah sebagai pemegang

amanat juga tertuang dalam QS. Al-Anfal (8:27):

80~

sptlzastipndetnd gl his i
Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah
dan Rasul setya janganlah kamu menghianati amanat yang

dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.®
Allah menyeru kaum muslimin agar mereka tidak menghianati Allah dan
Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan,
melanggar larangan-larangan-Nya, yang telah ditentukan dengan perantara waktu,
tidak menghianati amat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu menghianati
segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat, seperti urusan pemerintahan,

urusan perang, urusan perdata, urusan kemasyarakatam dan tata tertib hidup

masyarakat. Untuk mengatur segala macam urusan yang ada dalam masyarakat

8Sri Yuliana, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Menengah Berdasarkan UU No.
8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen”, Vol.14 No.1, 2022

°Kementrian Agama, Al- Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2019)



diperlukannya peraturan yang ditaati oleh segenap anggota masyarakat dan oleh
pejabat-pejabat yang dipercayai mengurusi kepentingan umat.

Peraturan-peraturan itu secara prinsip diberikan ketentuannya secara garis
besar dalam Al-Quran dan Hadits. Maka segenap yang berpautan dengan segala
urusan kemasyarakatan itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah
ditentukan karenanya segenap peraturan yang menyangkut kepentingan umat tidak
boleh dikhinanati dan wajib ditaati sebagaimana mestinya. Hampir seluruh kegiatan
dalam masyarakat berhubungan dengan kepercayaan itulah sebabnya maka Allah,
melarang kaum muslimin mengkhianati amanat karena apabila amanat sudah tidak
dipelihara lagi berarti hilanglah kepercayaan. Apabila kepercayaan telah hilang maka
berarti ketertiban hukum tidak akan terpelihara lagi dan ketenangan hidup
bermasyarakat tidak dapat dinikmati lagi.

Allah menegaskan bahwa yang akan menimpa masyarakat lantaran
mengkhianati amanat yang telah diketahui, baik bahaya yang akan menimpa mereka
di dunia yaitu merajalelanya kejahatan dan kemiskinan yang mengguncang kehidupan
masyarakat ataupun penyesalan yang abadi dan siksa api neraka yang akan menimpa
mereka di akhirat nanti. Khianat adalah sifat- orang-orang munafik, sedang amanah
adalah sifat orang-orang mukmin. Maka orang mukmin harus menjauhi sifat khianat
agar tidak terjangkit penyakit nifak yang dapat mengikis habis imannya.® Dalam

hadits riwayat muslim juga dijelaskan

OTafsir Kementrian Agama, Tafsir Al- Qur’an, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019)
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Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Ayyub) dan (Qutaibah
bin Sa'id) dan lafazh tersebut milik Yahya, keduanya berkata, telah
menceritakan kepada kami [Ismail bin Ja'far] dia berkata, telah
mengabarkan kepada kami (Abu Suhail Nafi" bin Mal) Telah
menceritakan kepada kami (Yahya bin Ayyub) dan (Qutaibah bin
Sa'id) dan lafazh tersebut milik Yahya, keduanya berkata, telah
menceritakan kepada kami (Ismail bin Ja'far) dia berkata, telah
mengabarkan kepada kami (Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abu Amir)
dari (bapaknya) dari (Abu Hurairah) bahwa Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga:
apabila dia berbicara niscaya dia berbohong, apabila dia berjanji
niscaya mengingkari, dan apabila dia dipercaya niscaya dia
berkhianat."(H.R Muslim: 89).1

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM serta faktor
pendukung dan penghambat pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara.
C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang telah penulis sampaikan pada bagian latar
belakang, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran PEMDA dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu

Utara?

1 Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, Shahih Muslim, Jilid I no 89 (Beirut: Dar al-Fikr).



2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan pemerintah daerah
dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Luwu Utara?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah: :
1. Memahami peranan PEMDA dalam pemberdayaan usaha kecil, menengah dan
mikro di Kabupaten Luwu Utara
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kebijakan PEMDA.
E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan
tentang pembangunan ekonomi khususnya dalam hal ini peran pemerintah
daerah dalam memberdayakan usaha kecil, menengah dan mikro.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah Daerah
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih
banyak dan membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan
khususnya yang terkait dengan pemberian wewenang kepada usaha kecil,
menengah dan mikro.
b. Bagi Akademisi
Bagi para calon sarjana dan sarjana, dari hasil penelitian ini diharapakn
dapat memberikan manfaat berupa informasi sekaligus menambah

wawasan serta ilmu.



BAB Il
KAJIAN TEORI
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum adanya penelitian ini, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan
oleh beberapa peneliti. Berikut diantaranya.

1. Penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam
Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM (Studi Pada Dinas Koperasi,
UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017)”.
Penelitian yang ditulis oleh. Hasil peneliriannya adalah Upaya yang dilakukan
oleh pemerintah belum secara maksimal mengatasi kekhawatiran masyarakat
dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang
pemberdayaan dan pengembangan UMKM, selain itu program yang
dikeluarkan belum sesuai dan selaras dengan kebutuhan masyakat.*?

2. Penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Dactah dalam Pembinaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengan di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai”. Penelitian yang ditulis oleh Muhlis Hajar Adiputra. Hasil
penelitiannya adalah Peran Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan sudah
berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat namun secara aplikatif serta hasil

yang dicapai pasca pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan pelatihan,

2\Windu Widuri, “Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Pemberdayaan Dan Pengemb
angan UMKM (Studi Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalay
a Tahun 2017)” (Universitas Padjadjaran, 2019), http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/do
cld/22039.
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magang atau studi banding, pendampingan dan pemberian bantuan peralatan
produksi belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal.*?

3. Penelitian ini berjudul “Penilaian Sistem Pemerintah Daerah Dalam
Meningkatkan Kewirausahaan di Kabupaten Penang (Analisis Hukum
Ekonomi Islam)”. Penelitian ini ditulis oleh Dharmawati. Hasil dari penelitian
ini adalah peraturan-peraturan tersebut diterapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Adanya regulasi mengenai perizinan berusaha dan
program pemerintah serta bantuan dari pemerintah mampu mendorong
peningkatan kewirausahaan di Kabupaten Pinrang sesuai dengan nilai-nilai
ekonomi Islam yaitu Ketuhanan, Al-Ad'l, Al-Nubuwah, Al-Khalifah dan

Ma’ad.**

Muhlis Hajar Adiputra, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah Di Kelurahan Alehanuane Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai” 11, no. 2 (2020),
http://stisipm-sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/JI1A/article/view/158/201.

14Darmawati, “Evaluasi Regulasi Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Wira
usaha Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” (IAIN Pare, 2020), http://repository.ia
inpare.ac.id/id/eprint/1411.



11

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Perbedaan
Nama Penulis, Hasil Penelitian Persamaan Penelitian Rencana
Terdahulu Penelitian
Tahun dan Judul |Upaya yang di- 1. Menggunakan |1. Penelitian  |1. Penelitian
Windu Widuri lakukan oleh metode penelitian |ini membahas |lebih
(2017) Strategi Pemerintah kualitatif dengan |tentang membahas
Pemerintah Kota |belum secara pendekatan bagaimana tentang
Tasikmalaya maksimal deskriptif strategi peran serta
dalam mengatasi 2. Pengumpulan  |Pemerintah upaya yang
Pemberdayaan kekhawatiran data dilakukan dalam dilakukan
UMKM (Studi masyarakat di dengan pemberdayaan |Pemerintah
Pada Dinas karenakan belum |wawancara, UMKM Daerah di
Koperasi, UMKM, [adanya observasi, dan 2. Lokasi Kabupaten
Perindustrian, peraturan daerah |dokumentasi. Penelitian Luwu Utara,
dan Perdagangan |yang mengatur 3. Menggunakan [berada serta
Kota Tasikmalaya [tentang teknik analisis di Kota mengetahui
Tahun 2017 pemberdayaan data reduksi, Tasikmalaya  [faktor-faktor
dan penyajian data yang
pengembangan dan penarikan Mempengaruhi
UMKM selain itu  |kesimpulan. kebijakan
program yang Pemerintah
dikeluarkan Daerah di
belum sesuai Kabupaten
dan selaras Luwu Utara.
dengan 2. Lokasi
kebutuhan penelitian berada
masyarakat. di Kabupaten
Luwu Utara
3. Menggunakan
Triangulasi data
sebagai
uji keabsahan
data.
M. Hajar Adiputra |Peran 1. Menggunakan [1. Lokasi 1. Lokasi
Adiputra (Vol. 11, |Pemerintah metode penelitian [penelitian penelitian
No.2, 2020) Daerah dalam hal |kualitatif dengan |berada di berada
Peran Pemerintah [pembinaan sudah |pendekatan Kelurahan di Kabupaten
Daerah dalam berjalan dengan deskriptif Alehanuae Luwu Utara.
Pembinaan Usaha |baik dan sangat 2. Pengumpulan  |Kecamatan 2. Informan
Mikro, Kecil dan  [bermanfaat data dilakukan sinjai Utara penelitian
Menengah di namun, secara dengan Kabupaten yang di
Kelurahan aplikatif serta wawancara, Sinjai. gunakan
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Alehanuae
Kecamatan

Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai.

hasil yang
dicapai pasca
pelaksanaan
pembinaan sudah
melalui kegiatan
pelatihan,
magang atau studi
banding,
pendampingan
dan pemberian
bantuan
peralatan
produksi belum
sepenuhnya
mencapai hasil
yang maksimal.

observasi, dan
dokumentasi.

3. Menggunakan
teknik analisis
data reduksi,
penyajian data
dan penarikan
kesimpulan.

2. Informan di
khususkan
kepada Pandai
Besi Kelurahan
Alehanuae
Kecamatan
Sinjai Utara,
Kabupaten
Sinjai.

adalah pihak
Pemerintah
Daerah di
Kabupaten
Luwu Utara
selaku
pengambil
kebijakan, dan
beberapa
UMKM yang
ada di
Kabupaten
Luwu Utara.

3. Menggunakan
Triangulasi data
sebagai uji
keabsahan data

Darmawati (2020)
Evaluasi Regulasi
Pemerintah Kota
Daerah dalam
Peningkatan
Wirausaha di
Kabupaten
Pinrang (Analisis
Hukum Ekonomi
Islam)

Regulasi-Regulasi
tersebut sedah
terlaksana sesuai
dalam peraturan
perundang -
undangan

adanya regulasi
regulasi mengenai
perizinan usaha
dan program -
program yang
pemerintah serta
adanya bantuan -
bantuan dari
pemerintah mampu
mendorong
peningkatan
wirausaha di
Kabupaten
Pinrang yang
sesuai dengan
ekonomi islam
yaitu llahiah, al-
Ad'l, al- Nubuwah,
al- Khalifah dan
al Ma'ad

1. Menggunakan
metode penelitian
kualitatif

2. Pengumpulan
data dilakukan
dengan
wawancara,
observasi, dan
dokumentasi.

3. Menggunakan
teknik analisis
data reduksi,
penyajian data
dan penarikan
kesimpulan.

1. Pendekatan
yang digunakan
adalah
pendeketan
Yuridis dan
Pendekatan
Normatif.

2. Lokasi
Penelitian
berada di
Kabupaten
Pinrang

1. Pendekatan
yang di
gunakan

adalah
pendekatan
deskriptif

2. Lokasi
penelitian
berada di
Kabupaten
Luwu Utara

3. Menggunakan
Triangulasi data
sebagai uji
keabsahan data
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B. Deskripsi Teori
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Keberadaan Pemerintah tidak terlepas dari tujuan pembentukannya . terdapat 2
tujuan dari pembentukan pemerintah disuatu negara yakni

a. Meneggakkan keteraturan, dimana pemerintah dibuat agar tercipta
keamaanan pada rakyat pada suatu negara. Sebelum adanya pemerintah
keadaan warga masih tidak teratur. Masing-masing justru menghasilkan
hukum sendiri-sendiri sebagai akibatnya timbul keresahan seperti
pelecehan seksual serta perampokkan. sebagai akibatnya agar tercipta
keadaan serta kondisi yg safety maka perlu adanya pihak buat mengatur
yaitu pemerintah.

b. Terciptanya keadilan. Pemerintah pada hal ini dibuat supaya rakyat bisa
terfasilitasi buat mendapatkan peluang yang sama (adil). baik pada bidang
politik, sosial juga bidang ekonomi.*®

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintah Daerah.
Sudah dijelaskan

a. Pemerintah Pusat yakni Presiden Republik Indonesia dan mempunyai

wewenang dan wewenang atas Pemerintah Republik Indonesia, Wakil

Presiden, dan Menteri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

51nu Kencana Syafiie, Pengantar llmu Pemerintahan (Jakarta: Refika Aditama, 2010).
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b. Pemerintah daratha merupakan kepala daerah dengan komponen
pemerintahan daerah sekaligus sebagai pimpinsn dalam mengurus
pemerintahan sebagai kewenangan daerah otonom.

Otonomi daerah yang dimaksud adalah kewenangan yang diperoleh
pemerintah daerah untuk memungkinkan membuat sebuah kebijakan sendiri dalam
mengatur serta mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya masing-
masing.*®

Dalam Kamus aturan serta glosarium yg dimaksud otonomi daerah artinya
wewenang pada mengurus dan mengatur masyarakat didaerah masing-masing
sesuai prakarsa sendiri yang berdasarkan atas aspirasi masyrakat serta peraturan
perundang-undangan?’ Di bidang ekonomi, otonomi daerah bertujuan untuk
menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan
memberikan pemerintah daerah hak dalam merumuskan kebijakan daerah untuk

lebih merangsang potensi ekonomi daerah.®

%Bambang Suparno, llmu Hukum Tata Negara (Surabaya: Ubhara Press, 2018).

Phaureula Artha Wulandari and Emy Iryanie, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli
Daerah, 1st ed. (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018).

18pysat Penelitian Politik Bekarja Sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) and
Partenrship For Governance Reform In Indonesia (PGRI), Desentralisasi Dan Otonomi Daerah:
Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Jakarta: LIPI Press, 2007).
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2. Wewenang Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada sumber kewenangannya, pemerintah daerah memiliki
kekuasaan melalui pendelegasian dan atribusi.’* Kewenangan daerah yang
diperoleh dengan atribusi adalah urusan pemerintahan kongkuren yakni urusan
pemerintahan yang terbagi menjadi urusan pemerintahan pusat, daerah kabupaten,
daerah negara bagian atau kota, yang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dibagi menjadi urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan. .

Urusan pemerintahan wajib diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan harus berkaitan
dengan pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan
ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, ketentraman dan ketertib wajiban
umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan yang tidak terkait dengan pelayanan
dasar meliputi ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pengelolaan kependudukan dan keluarga

berencana, transportasi, komunikasi dan informatika, usaha mikro, kecil dan

Eka N.A.M, Shihombim, and Irwansyah, Hukum Tata Negara (Yogyakarta: Ruas Media,
2018).
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menengah, investasi, pemuda dan olahraga, statistik, dan pengkodean.
Kebudayaan, perpustakaan dan arsip.*
3. Pemberdayaan
a. Konsep Pemberdayaan
Konsep pemberdayaan sebenarnya berbeda antara satu masyarakat dengan
masyarakat lainnya. Hal ini tergantung dari nilai budaya dan konteks
masyarakat di suatu daerah.?* Pada dasarnya pemberdayaan ini berusaha
untuk meningkatkan harkat serta martabat masyarakat yang pada kondisi saat
ini masih belum bisa terlepas dari belenggu kemiskinan serta
keterbelakangan yang pada nantinya akan menciptakan kemandirian
masyarakat.
b. Pengertian Pemberdayaan
Sri Handini mendefinisikan Pemberdayaan sebagai sebuah upaya dalam
pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat luas baik itu
individu ataupun kelompok, dengan harapan bahwa dapat meningkatkan

kemampuan dalam hal memilih serta mengontrol lingkungannya , sehingga

2Ali Marwan Hsb and Evlyn Martha Julianthy, “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah
Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” Jurnal
Legislasi Indonesia 15, no. 2 (2018), https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/164.

2pyji Hadiyanti, “Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Daur Ulang
Sampah Di DKI Jakarta,” Jurnal: limu Pendidikan, Keguruan Dan Pembelajaran 2, no. 2 (2018): 110-
115, https://ojs.unm.ac.id/index.php/pembelajar/article/view/7117.



17

dapat memenuhi keinginnya termasuk dalam hal akses terhadap sumber
daya, kegiatan sosial serta hal-hal yang dapat menunjang kehidupannya.??

Menurut Muhammad Mugouwis Menjelaskan pemberdayaan ialah suatu
proses yang mana masyarakat memahami sekaligus belajar atas suatu
tindakan. Pemberdayaan ini biasanya dilakuan dengan melakukan beberapa
pendekatan seperti cara masyarakat dalam hal mengambil sebuah
keputusan.?

Lebih lanjut lagi lim lif dalam Zubaedi menerangkan bahwa
Pemberdayaan adalah suatu langkah yang digunakan untuk menyalurkan
kesempatan, sumber daya, keterampilan kepada masyarakat dengan tujuan
agar dapat menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam memilih dan menentukan masa depan dan turut berkontribusi dalam
kehidupan masyarakatnya.*

Dari penjelasan diatas dapat ditarik keaimpulan bahwa pemberdayaan
merupakan suatu upaya dalam pembangunan masyarakat dimana bertujuan
untuk membangun inisiatif dari masyarakat dalam melakukan aktifitas
sosialnya untuk memperbaiki kondisi dan situasi yang ada pada dirinya

sendiri.

22Gri Handini, Sukesi, and Hartati Kanty Astuti, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam
Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

ZMuhammad Mugowis, Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Konsep & Aplikas
Dari PKMD Hingga Desa Siaga (Bandar Lampung: Yayasan Bina Masyarakat Mandiri, 2019).

%4Zubaedi, Pengembangan Masyarakat, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2016).
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c. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan
Pemberdayaan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan mengingat
pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat,
sehingga masyarakat di harapkan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Untuk itu pemberdayaan ini bertujuan untuk:

1). Menciptakan kemandirian individu dalam masyarakat.

2). Menghasilkan manusia yang memiliki etos kerja untuk menciptakan
lingkungan kerja yang sehat dan menguntungkan.

3). Ciptakan komunitas yang memahami potensi dan lingkungannya.

4). Mengembangkan dan melatih masyarakat untuk merencanakan dan
bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap lingkungan.

5). Menumbuhakan serta kembangkan kemampuan berpikir, bernegosiasi dan
mencari solusi dari masalah yang Anda hadapi.

6). Mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kapasitas dan potensi
masyarakat.”® Selain tujuan pemberdayaan, agar upaya pemberdayaan
dapat tercapal, ada beberapa tahapan yang harus dilalui.

Terdapat tiga fase pemberdayaan, yakni

1). Kesadaran

Upaya ini berguna dalam memberikan dorongan serta pemahaman situasi

dan mampu memahami manfaat pemecahan masalah yang muncul.

25 Ahmad Mustanir, “Pemberdayaan Mayarakat Kewieausahaan,” OSF Preprins (2019), https:/
Josf.i0/j9rx5.
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Kesadaran ini erat kaitannya dengan masyarakat itu sendiri. Kesadaran
akan sumber daya lokal, tidak hanya sebatas pengetahuan tetapi dapat
dicapai dalam proses pemanfaatan sumber daya yang ada.

2). Peningkatan Kapasitas
Proses ini merupakan proses pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini
berarti memberikan pendidikan dan keterampilan untuk memberdayakan
masyarakat. Peningkatan kapasitas dibagi menjadi tiga bagian,
peningkatan individu seperti melakukan pelatihan, penataan organisasi,
dan sinkronisasi proses pemberdayaan dengan nilai-nilai di masyarakat.

3). Pendayaan
Tahap ini diharapkan masyarakat dapat menggunakan potensi yang
dimiliki semaksimal mungkin dan mampu mengelola serta menghadapi
masalah yang terjadi.2®

d. Upaya Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut,

Zubaeni menyatakan:
“Pertama, menciptakan suasana yang memungkinkan berkembangnya
potensi masyarakat, yakni dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat
terhadap perlunya pengembangan diri yang telah dimiliki. Kedua,
meningkatkan potensi atau kekuatan masyarakat, yaitu upaya yang

dilakukan dalam langkah pemberdayaan melalui tindakan nyata seperti
pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, penyediaan dana,

%Maygsi Aldian Suwandi and Silverius Djuni Prihatin, “Membangun Keberdayaan Nelayan:
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui ‘Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra’ Di Jepara,
Indonesia,” Jurnal llmu Sosial Dan IImu Politik 12, no. 2 (2020), https://journal.uinsgd.ac.id/index.ph/j
ispof/article/view/9451/5100.
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informasi, kesempatan Kkerja, pasar dan fasilitas lainnya. Ketiga,

perlindungan masyarakat, yaitu perlu diambil langkah-langkah untuk

memberdayakan masyarakat agar tidak terjadi persaingan yang tidak

seimbang, serta melindungi yang lemah melalui kesepakatan yang jelas,

dan eksploitasi yang lemah oleh yang kuat..?’

Suharto menyampaiakan pandanganya terkait tujuan pemberdayaan
dengan lima pendekatan, yakni:

1). Pemberdayaan dan penciptaan kondisi yang memungkinkan kemampuan
penduduk berkembang.

2). Penguatan dalam meningkatkan skill serta pengetahuan warga negara.
Selain itu, mewujudkan menumbuhkan jiwa beragama untuk
mendukung kemandirian.

3). Berusaha memprotect yang lemah dalam persaingan guna mencegah
pengekploitasian yang kuat terhadap yang lemah.

4). Mendukung dan memberikan dukungan dan bimbingan kepada orang-
orang untuk menjalankan peran dan tugasnya serta mendukung mereka
agar tidak terjerumus ke dalam situasi yang merugikan.

5). Menjaga distribusi kekuasaan yang seimbang agar setiap individu

memiliki kesamaan peluanga.?®

27Zubaeni, Wacana Pengembangan Alternatif: Ragam Prespektif Pengembangan Dan Pember
dayaan Masyarakat (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007).

BSyharto Edi, Rakyat, Membangun Masyarakat Memberdayakan (Bandung: Refika Aditama,
2010).
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4. Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)
a. Pengertian Usaha Kecil Mikro dan Menengah

Berdasarkan TAP MPR NO.XVI/MPR/-R1/1998 tentang kebijakan
ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, maka UMKM perlu
diberdayakan dan menjadi bagian integral dari ekonomi massal yang
potensial dan berperan dalam keseimbangan perekonomian nasional.
ekonomi. Pengertian umkm juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 Republik Indonesia.?®

Menurut Dewi Suryani Purba, UMKM adalah unit usaha yang mampu
berproduksi dan dapat mandiri, disamping itu, UMKM dipimpin oleh
perorangan seperti badan usaha di semua sektor ekonomi atau pelaku di
sektor ekonomi unit kerja.*

Menurut Didin Abdurohim, usaha kecil, menengah dan mikro fokus pada
peluang usaha yang dapat membuka dan memperluas kesempatan Kkerja, serta
memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, dan sekaligus
berkontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. kekuatan

ekonomi yang kuat dan untuk mewujudkan stabilitas nasional.!

%Undang-Undang Rl No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
(Jakarta: CV. Eko Jaya, n.d.).

30Dewi Suryani Purba et al., Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah (Yayasan Kita Menulis,
2021).

%1Didin Abdurohim, Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM (Yogyakarta: Bintang
Pustaka Madan, 2020).



22

Hadion Wijoyo juga menyatakan bahwa UMKM merupakan sebuah
upaya dalam mengembangkan usaha tertentu, dengan maksud agar dapat
memercepat pemulihan perekonomian yang dapat digunakan untuk
mewadahi program prioritas sekaligus pengembangan berbagai potensi dan
sektor yang ada.*2

Berdasarkan definisi UMKM di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor
UMKM memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian
nasional, karena sebagian besar dilaksanakan di masyarakat. Dengan
demikian Pemberdayaan UMKM yang dimaksud disini adalah upaya dalam
membangun sektor UMKM di masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejehteraan masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak
perekonomian nasional.

b. Standar untuk usaha mikro, kecil dan menengah
Bersadarkan Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 kriteria sebagai bertikut:
1). Usaha Mikro

Kekayaan maksimum Rp. 50.000.000,00, tidak termasuk bangunan,

tempat kerja dan tanah. Atau penjualan tahunan maksimal Rp

300,000.000,00.

%2Hadion Wijoyo, Digitalisasi UMKM (Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020).
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2). Usaha Kecil
Aset mulai dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan 500.000.000,00 tidak

termasuk gedung, tempat kerja dan tanah. atau penjualan tahunan Rp
300.000.000,00. sampai dengan 2.500.000.000.000,00.

3) Usaha Menengah
Aset mulai dari Rp. Dari 500.000.000,00 sampai 1000.000.000,00, tidak

termasuk bangunan, tempat kerja dan tanah. atau penjualan tahunan
sebesar Rp 2.500.000.000,00. hingga 50,000,000,000.00.33

c. Ciri-Ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Menurut Saifuddin Sarief Seperti dilansir Esmat Abdallah (2004),

karakteristik UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya.3*
1). Usaha Mikro
Usaha Mikro pada umumnya dicirikan sebagai berikut:

a). Pencatatan keuangan belum terlaksana.

b). Sumber daya manusia atau pelaku usaha umumnya memiliki tingkat

pendidikan yang sangat rendah, dan belum memiliki jiwa organisasi

yang baik.

c). Secara umum, tidak tahu perbankan.

33Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) DI Indone
sia,” Jurnal: Cano Economos 6, no 1 (2017), https://ejournal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/12

39.
%M Azrul Tanjung, Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia akarta

Erlangga, 2017).
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d). Umumnya Anda tidak memiliki izin usaha.

e). Tenaga kerja umumnya kurang dari 4 (empat) orang.

f). Memiliki perputaran bisnis yang cepat dan mampu menyerap uang
dalam jumlah besar. Meskipun krisis ekonomi, masih memungkinkan
untuk menjalankan bisnis dan bahkan bertahan karena manajemen
yang relatif rendah.

g). Pelaku usaha sederhana, rajin dan bisa mendapatkan bimbingan jika
pendekatan yang tepat diambil.

2) Usaha Kecil
Usaha kecil umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a). Saya melakukan pembukuan meskipun masih sederhana.
b). Rata-rata SDM berpendidikan SMA dan sudah memiliki klien tetap.
c). Secara umum, mereka sudah memiliki lisensi komersial.
d). Secara umum, mereka berhubungan dengan bank dalam hal sumber
permodalan.
e) Mempunyai kisaran tenaga kerja 5 hingga 19 orang.
3) Usaha Menengah
Usaha menengah umumnya dicirikan oleh:
a). Ada manajemen dan organisasi yang lebih baik, organisasi yang lebih
modern, kejelasan dan pembagian tugas seperti keuangan, produksi
dan pemasaran.

b). Manajemen keuangan yang baik diterapkan.
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c). Sudah menjadi program Jaminan Sosial dan Medicare.
d). Anda sudah memiliki persyaratan hukum termasuk izin usaha dan
NPWP
e). Memiliki rekan serta dapat memanfaatkan bank sebagai sumber
permodalan.
f). Kualitas sumber daya manusia bisa dibilang lebih baik dari
pendidikan.
C. Kerangka Berfikir
Pemerintah Daerah mampunyai peran sentral dalam pembangunan daerah.
Pemerintah Daerah diberikan hak dan wewenang dalam mengatur daerahnya. Hal
tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi dari Pemerintah Daerah adalah
melakukan pemberdayaan Pemberdayaan bisa dilakukan melalui berbagai inovasi,
salah satunya dengan mengggunakan SDM maupun sumber daya alam asal yang
terdapat pada wilayah masing-masing. Dengan tujuan, pemberdayaan ini dapat
membawa masyarakat menuju kemandirian dalam memenuhi kebutuhan serta
meningkatkan perekonomian yang terwujud dalam Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat.
Salah satu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah
pemberdayaan UMKM. Hal tersebuat termuat dalam Pasal 11 Undang-Undang No 23
Tahun 2014 perihal PEMDA yang terbagi menjadi urusan Pemerintah wajib serta

urusan Pemerintah pilihan. Hal ini berarti pemerintah memiliki peran vital dalam
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pelaksanaanya terlepas faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat
pemberdayaan UMKM.

Upaya Zubaedi dalam pemberdayaan UMKM dapat dilakukan melalui tiga
langkah, yakni menciptakan iklim usaha, meningkatkan potensi masyarakat, dan
melindungi warga negara. Ketiga upaya di atas sejalan dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 perihal Usaha Kecil dan Menengah, pemberdayaan yang
dimaksud yakni sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan
masyarakat yang diwujudkan dalam iklim pertumbuhan serta pengembangan usaha
bagi usaha kecil dan menengah, sehingga tumbuh dan berkembang dan melahirkan
usaha yang mandiri dan berdaya saing.

Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara bahwa sudah banyak
program-program yang dilakukan untuk Pemberdayaan UMKM yang terdapat di
Kabupaten Luwu Utara walaupun belum maksimal dalam pengaplikasianya. Hal ini
disebabkan adanya faktor baik pendorong maipun penghambat pemberdayaan
UMKM di Kabupaten Luwu Utara mencakup Keterbatasan anggaran, sumber Daya
manusia, adanya pandemic covid -19, akses jalan ke lokasi UMKM terperncil.
Adapun faktor pendukung pemberdyaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara meliputi
bantuan modal dan alat-alat, kekayaan SDA, dan kebijakan Pemerintah.
ilustrasi singkat dari Penelitian ini sekaligus faktor penghambat dan faktor

pendukung. Berikut gambaran singkatnya.



Pemerintah Daerah

Pemberdayaan UMKM

. Mengembangkan iklim usaha

. Meningkatkan potensi masyarakat

. Perlindungan bisnis dari persaingan tidak
sehat

Faktor Penghambat

Faktor Pendukung

A\ 4

Kemandirian UMKM

Gambar 2.1 Kerangka Pikir
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BAB I11
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dirancang untuk menyelidiki
secara mendalam konteks situasi terkini dan hubungan kontekstual unit-unit, baik
individu, kelompok, forum, maupun populasi. Selanjutnya, jenis penelitian kualitatif
ini cenderung bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini menguraikan
tentang peran pemerintah daerah dan peneliti dalam mencoba menjelaskan solusi
permasalahan yang ada berdasarkan data. Oleh karena itu, ia juga menyediakan data,
analisis, dan interpretasi.®

Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan
memberikan gambaran tentang situasi sosial, disampingitu memperjelas peristiwa
dengan menggambarkan bagian dari variabel yang terkait dengan masalah.
Menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang berkaitan dengan peran
pemerintah daerah dalam pemberdayaan umkm di Kabupaten Luwu Utara. Jenis data
dan sumber data yang digunakan yakni

1. Tipe data
Penelitian ini menggunakan data kualitatif yakni data yang dinyatakan dalam

bentuk kalimat atau uraian.

%Albi Anngito dan Johan Setiawa, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak,
2018), 9

28
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2. Sumber data
a. Data Primer, berarti data yang penulis dapatkan langsung dari wawancara
dengan staf, kepala lapangan, dan umkm di Luwu Utara.
b. Data Sekunder, Peneliti memperoleh data sekunder dari literatur dan buku
yang relevan serta data dari pemerintah daerah atau instansi lain.
B. Informan Penelitian
Metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah purpose
sampling, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan kriteria
pengambilan sampel tertentu. Di bawah ini adalah informan dari penelitian ini
1. Kepala DP2KUKM Luwu Utara
2. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Luwu Utara
3. Staff Bidang Koperasi dan UKM Luwu Utara
4. Kepala Bidang Indutri Kecil dan Menengah (IKM) Luwu Utara
5. Kepala Seksi Bidang IKM Luwu Utara
6. Kepala Seksi Bidang Perdagangan
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu
Utara
8. Kepala Desa/Lurah
9. UMKM
C. Waktu dan Lokasi Penelitian
Mengenai lokasi penelitian, karena penelitian ini merupakan penelitian

kualitatif yang mengikutsertakan responden secara langsung sehingga lokasi
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penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu Utara yakni pemda sebagai pengambil
kebijakan dan beberapa UMKM. Adapun waktu penelitian yakni bulan September-
Desember 2021.
D. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
1. Observasi
Penelitian ini pengamatan dilakukan secara sistematis dengan menetapkan
ruang lingkup serta masalah dan tujuan penelitian, sehingga memudahkan
pengamatan yang tidak menyimpang dan lebih terarah sesuai dengan syarat dan
tujuan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan peran pemerintah daerah
dalam mendukung UMKM di Kabupaten Luwu Utara.
2. Wawancara
Penulis melakukan wawancara tidak terstruktur, yaitu melakukan
wawancara lepas kepada staf dan pimpinan lapangan yang pernah menemui
permasalahan mengenai keadaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara dan
tentunya mewawancarai para pelaku UMKM.
3. Dokumentasi
Dokumen adalah setiap bahan tertulis yang dapat diklasifikasikan ke dalam
buku, jurnal ilmiah, sumber langsung atau resmi, dan file dokumentasi.

Penerapannya adalah dengan mencatat data yang terdapat dalam dokumen,
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catatan, booklet dan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Utara.®
E. Teknik analisis data
Menurut Milles & Huberman terdapat tiga alur yang terjadi dalam analisis
secara bersamaan yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.®’
Berikut penjelasan lebih lengkapnya
1. Reduksi Data
Dalam langkah ini, proses yang dilakukan mengacu pada pemilihan, fokus,
penyederhanaan, agregasi, dan transmisi data mentah yang diperoleh terkait
dengan pertanyaan penelitian, dan kemudian hasilnya dikumpulkan untuk
menemukan data penting yang dapat mewakili konflik penelitian.
2. Menyajikan data
Langkah ini menyajikan data dari reduksi data yang dilakukan sebelumnya,
kemudian mengumpulkan dan menata data tersebut menjadi interpretasi yang
bermakna sesuai dengan fokus pertanyaan penelitian.
3. Memeriksa dan membuat kesimpulan
Pada langkah ini yang dilakukan adalah sinkronisasi data dengan teori yang
ada. Data yang diperoleh di cross check dengan data lain sehingga tercapai

kesepakatan tentang objek yang dipantau. Penelitian kualitatif diperlukan

%Albi Anggito & John Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: Jejak, 2018),
146

$7Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992),
16
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untuk dapat menyampaikan temuan baru berupa gambaran objek yang sudah
ada sebelumnya.
F. Keabsahan Data
Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi dapat dipahami sebagai pengecekan
pada waktu yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dan dari sumber yang berbeda.
Dengan demikian, ada triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan triangulasi
waktu. Penulis menggunakan triangulasi sumber, terhadap penelitian ini yakni dengan
memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber, dianalisis sehingga hasilnya
sesuai dengan sumber data (member review).®
G. Definisi istilah
Berdasarkan rumusan masalah saat ini dan titik fokus penelitian ini, maka
pengertian istilah dalam penelitian ini adalah.
1. Pemerintah Daerah
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah  daerah  berdasarkan asas pemerintahan sendiri  untuk
mensejahterakan masyarakat berdasarkan potensi daerah masing-masing
daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan Ukm. DP2KUKM adalah singkatan dari forum
teknis daerah yang memiliki fungsi terkait dengan pemberdayaan UMKM,

yaitu:

%8Muhammad Fitrah, Luthfiyah, Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan
Studi Kasus, (Bandung: CV Jejak, 2017), 94
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a. Pengembangan dan promosi UMKM

b. Pelatihan untuk meningkatkan kerjasama industri.

c. Pelatihan pengembangan infrastruktur perdagangan, perlindungan
konsumen serta mengembangkan bentuk kerjasama pasar baik didalam dan
luar negri.

2. Memberdayakan UMKM

Pemberdayaan merupakan langkah dalam membangun masyarakat dengan
tujuan menggerakkan prakarsa masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial
guna memperbaiki kondisi sosial. Sementara itu, usaha kecil, menengah, dan
mikro dapat didefinisikan dari segi ekonomi, yaitu pekerjaan produktif dalam
bidang ekonomi, baik perseorangan maupun badan, yang Kriterianya
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Beberapa upaya
yang dapat dilakukan yakni

a. Meningkatkan iklim usaha dengan dukungan keuangan, informasi konflik,
kemitraan, pembiayaan, peluang usaha, perizinan usaha, dukungan
perusahaan dan promosi komersial.

b. Meningkatkan kemampuan bisnis dan sumber daya di bidang produksi,
pemrosesan, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi, dan desain
produk.

c. Memberikan perlindungan bisnis
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3. Faktor pendukung dan Penghambat Pemberdayaan UMKM

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata faktor adalah keadaan, hal atau
peristiva yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya
sesuatu.Adapun arti dari kata pendukung dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah sesuatu yang sifatnya menyokong, menunjang, membantu
dan lain sebagainya.Sementara arti dari penghambat adalah sesuatu yang
sifatnya menghambat. Hambat sendiri maksudnya adala membuat sesuatu hal
bisa perjalanan, pekerjaan dan semacamnya menjadi tidak lancar, lambat atau

tertahan,

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki
beberapa faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat pemberdayaan
UMKM. Sehingga dalam hal ini faktor pendukung pemberdayaan UMKM
adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong,
melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya
pemberdayaan UMKM. Selain faktor pendukung, terdapat faktor penghambat
pemberdayaan yakni semua jenis faktor yang sifatnya menghambat
(menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya

pemberdayaan UMKM.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sekilas Tentang Kabupaten Luwu Utara

Pada awal reformasi Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah disahkan pada tahun 1999 untuk menggantikan
aparatur pemerintah yang lebih menitikberatkan pada otonomi daerah. Pada
tanggal 10 Februari 1999, DPRD Kabupaten Luwu Utara mengeluarkan SK
No. 03/Kpts/DPRD/I1/1999. Kemudian pada tanggal 20 April 1999
terbentuklah Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999.

Luwu Utara ialah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi
Selatan. Ibu kota Kabupaten Luwu Utara yakni Masamba yang kemudian
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 dan ibu kota
Masambah adalah sebagian kecil dari Kabupaten Luwu. Ketika dibentuk,
memiliki luas 14.447,56 Kilometer persegi dan berpenduduk 442.472 jiwa.
Namun dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur maka Kabupaten Luwu
Utara memiliki luas wilayah 7.502,58 kmz.

Wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara terbagi menjadi 15
kecamatan dengan luas wilayah 7.502,58 kilometer persegi. Untuk lebih

jelasnya disajikan dalam bentuk tabel berikut:

35
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Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara

No Kecamatan Luas (km?) Persentase
1 Sabbang 424.11 5.65%
2 Sabbang selatan 100.97 1.35%
3 Baebunta 203.16 2.71%
4 baebunta selatan 92.09 1.23%
5 Malangke 229.7 3.06%
6 Malangke Barat 214.05 2.85%
7 Sukamaju 208.21 2.78%
8 sukamaju selatan 47.27 0.63%
9 Bone-Bone 127.92 1.71%
10 Tana Lili 149.41 1.99%
11 Masamba 1068.85 14.25%
12 Mappedeceng 275.5 3.67%
13 Rampi 1565.65 20.87%
14 Rongkong 686.5 9.15%
15 Seko 2109.19 28.11%
Luwu Utara 7502.58 100.0%

Sumber: BPS Luwu Utara 2020
Berdasarkan data di atas, Seko merupakan yang terbesar dengan luas
wilayah 2.109,19 km? atau 28,11% dari total luas wilayah Kabupaten Luwu
Utara.Sementara itu, Baebunta Selatan merupakan sub-wilayah dengan luas
terkecil di Kabupaten Luwu Utara, yaitu 92,09 km? atau hanya 1,23% dari
total luas Kabupaten Luwu Utara
2. Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara

a. Visi Pemerintah

Pemantauan kemajuan hingga saat ini dengan mengacu pada Tahap 3

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Luwu Utara 2005-2025

yang mengidentifikasi 11 pembangunan di Sulawesi Selatan dalam RPJMD

Sulawesi Selatan 2013-2018 sebagai prioritas, sekaligus mengacu pada
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tujuan nasional yang ditetapkan dalam UUD 1945 Konstitusi sesuai Visi
Bupati/Wakil Bupati Beiluwu 2016-2021, yaitu: “Luwu Utara yang
Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berdasarkan
Kearifan lokal”
1). Misi Pemerintah
Berikut merupakan misi pemerintah Kabupaten Luwu Utara Than 2016-
2025.
a). Mewujudkan kewargaan beragama, pemerintahan yang baik dan
pemberdayaan komunitas budaya
b). Miliki rumah yang sangat sehat dan layak
¢). Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan prestasi pemuda
d). Tercapainya iklim investasi, kemandirian ekonomi dan daya tarik
pariwisata.
e). Mencapai kelestarian lingkungan
f). Mencapai pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemerataan
infrastruktur daerah

g) Terwujudnya ketertiban umum, keamanan dan perlindungan.®

3%“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 2021,” https://portal. luw
uutarakab.go.id/content/uploads/images/dokumen/rpjmd/RPJMD.zip.
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B. Hasil Penelitian
1. Upaya Pemeritah daerah pada Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara

Kontribusi UMKM juga bagian dari intervensi pemerintah daerah dalam
meemberdayaan UMKM di Luwu Utara. Teknisnya, pemberdayaan ini dapat
diwujudkan dengan memperbaiki iklim usaha, meningkatkan potensi usaha,
serta berupaya melindungi pelaku usaha.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil 18 informan dari pemerintah daerah
dan pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Adapun beberapa hasil
wawancara yang telah dilakukan dari beberapa informan tentang peran
Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara
a. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim usaha.

Iklim usaha ditanamkan dengan memberikan dukungan, baik dalam hal
pembiayaan, sarana dan prasarana, informasi bisnis, kemitraan, perizinan
peluang usaha untuk mempromosikan perdagangan dan dukungan
kelembagaan. Hal ini juga ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 perihal UMKM. Disamping itu, Al-Zubaidi juga menyampaikan
bahwa upaya pemberdayaan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan
potensi masyarakat.

1). Pendanaan

a). Wawancara dengan Ibu Marwang S.IP selaku Kepala Bidang Koperasi

dan Ukm Kabupaten Luwu Utara, bahwa:
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“Pembiayaan diberhentikan, ya karna pelaku usaha tidak membayar
kembali. Tapi untuk saat ini ada bantuan dana stimulan dalam bentuk
hibah sebesar 10.000.000, untuk 60 pengusaha, jadi ya pelaku usaha
tidak perlu mengembalikan bantuan dan waktu awal-awal covid
kemarin, kita juga memberikan bantuan covid sekitar 864 pelaku usaha
itu bantuan yang 600.000 per bulan. dan itu totalnya selama 3 bulan jadi
senilai 1.800.0007.4

Menurut Ibu Marwang S.IP, bantuan pendanaan yang diberikan
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berupan bantuan dana stimulan
untuk 60 pengusaha serta bantuan covid untuk 864 pelaku usaha.

b). Wawancara denagn Bapak Ahmadi S.0s, selaku Sekretaris Kelurahan
Kappuna, Kecamatan Masamba,
“iya, ada juga bantuan dana seperti dana KUR, Selama ini bantuan yang
untuk dana KUR sendiri, pelaku usaha mendapatkan 20.000.000, akan
tetapi keluarnya bertahap, dan kepengurusannya ya dari Kelurahan/
Desa kemudian ke Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan
UKM kemudian ke Bank BRI”. saya harpannya lebih di gencarkan lagi
itu bantuannya khususnya Dana KUR karna mereka itu untuk
mengembangkan usahanya tergantung dari kemampuan dan dana juga
untuk modal karna selain itu juga dapat menekan pengangguran.*

Menurut Bapak Ahmadi Bantuan dana yang diberikan pemerintah
kepada pelaku usaha yakni dalam bentuk KUR.

2). Sarana dan Prasarana
a).Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muh Kasrum, M.Si, selaku Kadis

Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Ukm

“Kegiatan sentra bisnis mulai setelah banjir bandang. kaluau senbisnya
sendiri sudah lama dan memang di fungsikan untuk mengakomodir

40Marwang, Wawancara Pada Jumat 24 September 2021
41 Ahmadi, Wawancara Pada kamis 14 Oktober 2021
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UMKM . dulunya khusus untuk pasar sore karna kan senbis milik swasta
cuman kurang peminat jadipernah ditutup. dan setelah banjir ini baru
ramai lagi.karna UMKM dulunya bertempat didepan rujab,sekarang
dialinkan di senbis. Tidak ada persyaratan untuk masuk ke senbis,
cuman disana itu ada retribusi artinya untuk keamanan si penjual. jadi
pihak dari senbis mengadakan pengamanan seperti satpam nah uang
retribusi itu untuk menggaji satpam yang menjaga senbis selain itu juga
untuk mengamankan barang-barangnya si penjual kan disana banyak
perlengkapan dan peralatan penjual, ada kompor, tenda gerobak”.*?
Menurut Bapak Drs. H. Muhammad Kasrum, M.Si Upaya

pemerintah daerah dalam membantu mengembalikan perekonomian
adalah dengan membuka ruang bagi para pelaku UMKM untuk kembali
berusaha yakni dengan menyediakan sentra bisnis.

b).Wawancara dengan Ibu Vivianti S.Kom selaku UMKM yang ada di
Sentra Bisnis, Kec Masamba

Hal ini juga sangat dirasakan oleh salah satu palaku usaha UMKM,
yang berada di sentra bisnis
“Iya alhamdulilah, selama pandemi kan omset kita menurun apalagi
setelah banjir bandang kemarin. Ada sentra bisnis ini bisa sedikit demi
sedikit menaikkan omset. Saya juga dapat bantuan gerobak dengan tenda
ini dari DP2KUKM juga.”
3). Informasi Usaha
a). Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muh Kasrum, M.Si, selaku Kadis

Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Ukm

“Informasi usaha masuk kedalam salah satu program pemberdayaan
UMKM. Ya, tentunya kita banyak memberikan informasi yang berkaitan

42Muh Kasrum, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021
“3Vivianti, Wawancara Pada Jumat 24 September 2021
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dengan pengembangan, bagaimana pemasaran, maupun promosi kepada
pelaku UMKM. Misalnya ketika ada kegiatan pameran, kami akan
sampaikan bahwa ada kegiatan tersebut. Tapi semenjak Covid -19
belum ada lagi pameran. Tapi insyaallah pertengan bulan November
nanti akan ada pekan raya Sulsel 2021, jadi kegiatan itu di Makassar
.Akan ada pameran produk disana, bukan hanya makanan yah, tapi juga
ada batik khas daerah kita yaitu batik rongkong juga”.*

Penjelasan tersebut memperlihatkan peran pemerintah daerah
dalam penyebarluasan informasi tentang pasar untuk pelaku usaha.
Pemeran ini selain bertunjuan untuk memperkenalkan produk daerah
juga memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk
mempromosikan dan menjual produk mereka.

b). Wawancara dengan lbu Haderia selaku Ketua Kelompok UMKM
Berkah, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang Selatan
“Saya sering ikut pameran, itu memang sebelumya kami dihubungi, tapi
belakangan tidak ada. Katanya November nanti ada. Semoga saja benar,
karna efeknya pameran bagus buat usaha saya, sekarang saja
konsumennya ini cakko-cakko sampai diluar daerah”.*

Menurut lbu Haderia, adanya informasi usaha seperti pameran
mampu menambah jaringan konsumen diluar daerah sehigga dapat

meningkatkan hasil penjualan, namun disebabkan karna covid sehingga

kegiatan seperti pameran dibatasi.

4Muh Kasrum, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021
45 Haderia, Wawancara Pada Selasa 19 Oktober 2021
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4). Kemitraan
a).Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muh Kasrum, M.Si, selaku Kadis
Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Ukm

“Untuk bermitra sendiri yang pertama kita bermitra sengan pihak
swasta, pemilik sentra bisnis yang ada di depan bandara disana, dulu
pusatnya kuliner di depan Rujab hanya karna adanya banjir bandang dan
covid, jadi kita bermitra dengan pihak swasta supaya UMKM kita bisa
bangkit lagi. Kita juga bantu UMKM untuk masuk ke ritel-retel modern
seperti indomart, alfamidi. Kami bahkan persyatkan bahwa ritel-ritel
modern ini harus menyediakan satu tempat untuk produk UMKM Kita,
dan itu di letakkan di depan”. %6

Menurut Bapak Drs. H. Muh Kasrum, M.Si untuk mendukung
produk lokal, pemerintah membantu pelaku UMKM untuk bermitra
dengan pihak swasta termasuk untuk berkerja sama dengan ritel-ritel
modern

b).Wawancara dengan Bapak Drs. Tahril Luli selaku Kepala Bidang
Perindustrian Kabupaten Luwu Utara

“Salah satu upaya yang dilakukan itu kita upayakan, bagaimana mereka
masuk dipasar modern, ritel modern. jadi di alfamidi itu atau diindomart
itu ada khusus memang produk lokal, ada satu tempat khusus atau rak
khusus harus ada disitu jadi dia tidak boleh berdiri itu ritel modern
disitu kalau dia tidak mau akomodir produk-produk lokal. jadi ada
disitu  salah satu perlindungan kita. selain itu juga supaya cepat
kelihatan makanya biasanya didepan atau didekat kasir. jadi tempat
Khusus itu ada batasan-batasan, untuk kripik berjejer keatas 5-10 lah
untuk satu UMKM supaya mereka semua dapat kesempatan kalau hanya
satu orang disitu kan monopoli juga namanya, jadi ada berbagai produk
disitu dan mungkin ada pertanyaan begini bagaimana dengan yang lain
pak? ya tentu persyaratan-persyaratan untuk masuk ke ritel modern itu
agak berat ya agak sulit tapi tetap Kita fasilitasi jadi yang masuk kesitu

46Muh Kasrum, Wawancara pada Rabu 22 September 2021
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yang usahanya sudah memadai, yang masih menjual disekitaran luwu
utara itu belum bisa karna masih home industry, masih kecil sekali.jadi
yang sudah agak bagus itu baru bisa masuk ke ritel-ritek modern. itu
menjadi salah salah satu kita punya perlindungan.*’

Menurut Bapak Drs. Tahril Luli Upaya selain membantu pelaku
UMKM untuk membangun mitra dengan memasukkan produk-produk
UMKM ke ritel modern, juga sebagai bentuk perlindungan persaingan
bagi para pelaku UMKM.

5). Perizinan Usaha

a).Wawancara dengan Ibu Marwang S.IP selaku Kepala Bidang Koperasi
dan Ukm
“Kalo usaha mikro itu dek berbicara dengan pelaku usaha itu Kkita
kriteriakan itu mikro, kecil dan menengah. mikro itu dimana usaha atau
modalnya mulai dari 0-50.000.000 dalam satu tahun dan omsetnya itu O-
350.000.000 per tahun. karena kalau usaha kecil tidak perlu ji
pemerintah terlalu berperan aktif disitu. jadi sasaran kita itu mikro yang
yang dibawahnya lagi namanya ultra mikro. jadi khusus untuk usaha
mikro tidak ada surat izin usahanya. Tapi usaha-usaha yang skalanya
sudah menengah dan besar itu biasanya melakukan perizinan di
DPMPTSP.#

Berdasarkan penjelasan Ibu Marwang S.IP pemerintah daerah
memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Bagi pelaku usaha tersebuh pemerintah tidak mempersyaratkan surat

izin usaha.

4"Tahril Luli, Wawancara Pada Rabu, 29 September 2021

48Marwang, Wawancara Pada Jumat 24 September 2021
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b). Wawancara dengan Bapak Drs. Tahril Luli selaku Kepala Bidang
Perindustrian Kabupaten Luwu Utara

“Sebenarnya kalau kita mau legalitasnya, lebih bangus ya itu harus ke
DPMPTSP tetapi kita taulah pelaku-pelaku usaha itu nanti mereka
berurusan tentang izin-izin jika diperlukan dipemerintahan, itu pada
umumnya, kalau misalnya tidak ada yang diperlukan dipemerintah ya
diam-diam saja mereka. Karena mereka ini kan bisa dikatakan home
industry, masih kecil. Sehingga mereka itu tidak terlalu memerlukan hal-
hal seperti izin usaha dari DPMPTSP atau kecamatan. Jadi ketika
mereka itu memasukkan proposal, kami tidak mau memberatkan mereka
sehingga kami hanya memerlukan surat keterangan usaha dari desa.
Kalau mereka diminta untuk ini dan itu, mereka merasa kurang sanggup.
Karena itu tadi mereka masih berupa home industry.”

Bapak Drs. Tahril Luli menjelaskan bahwa legalitas usaha
seharusnya harus dipenuhi, namun melihat keadaan pelaku usaha yang
skalanya masih mikro, sehingga Dinas perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Ukm tidak memberatkan untuk persoalan perizinan.

c). Wawancara Dengan Bapak Ahmad Yani, ST selaku Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Luwu Utara.

“Semua usaha wajib perizinan, dan mengurus perizinan apapun disini
tidak ada biaya yang harus di tanggung, di luwu utara jika ingin
mengurus izin ada dua pembayaran, pertama retribusi INP kemudian
yang kedua retribusi trayek, selebihnya tidak ada. legalitas usaha itu
sangat penting, dan mengurus sesuatu untuk usaha yang sudah ada
legalitasnya akan mudahyang membedakan hanya klasifikasinya apakah
itu usaha rendah, menengah atau tinggi. Jika Klasifikasi rendah cukup
mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) apa persyaratan NIB itu?
Persyaratannya adalah hanya perlu KTP, NPWP, BPJS, kewajiban lain
terhadap pemerintah. Misalnya apakah pengusaha itu mempunyai

49 Tahril Luli, Wawancara Pada Rabu, 29 September 2021
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kendaraan apakah pajak sudah dibayar atau belum. Setelah semua itu 5
menit selesai. Berikutnya tidak kalah penting itu adalah harus ada Hp
dan Email. Itu adalah klasifikasi rendah.Jika klasifikasi sedang, selain
memmpunyai NIB,klasifikasi ini harus mempunyai sertifikat standar.
Apa itu sertifikat standar? Adalah surat pernyataan standar pelaksanaan
suatu kegiatan. Maksud dari standar pelaksaan itu adalah aturan-aturan
yang di tetapkan pemerintah. Misalnya kebutuhan di warung tersebut
seperti jumlah meja dan kursi yang di bantu. apakah tempatnya bersih
atau tidak, dan aturan aturan seperti tidak boleh memakai pakaian seksi
saat berjualan dan lain-lain. Itu semua yang diatur oleh pemerintah dan
itu lah standar atau etika yang harus dipenuhi. Jika Klasifikasi tinggi
harus usaha itu harus punya NIB, sudah mempunyai sertifikat standar
usaha tersebut juga harus punya izin”.

Menurut Bapak Ahmad Yani, ST bahwa perizinan usaha bagi para
pelaku usaha itu sangat penting, hal ini disebabkan akan mempermudah
kepengurusan kedepan, selain itu dalam melakukan perizinan juga tidak
ada pungutan biaya selain retribusi INP dan Trayek. Bapak Ahmad Yani
juga menjelaskan tentang klasifikasi bagi para pelaku usaha yang ingin
melakukan permohonan perizinan, yakni terbagi menjadi klasifikasi
rendah, sedang dan tinggi.

d). Wawancara Dengan Ibu Suryani selaku Ketua Afni Group dengan usaha
keripik labu di Desa Karondang Kecamatan Tana Lili
“Alhamdulilah untuk perizinan yang saya rasakan pada waktu itu lancar,
perizinan berlaku 5 tahun, kalau mau bikin surat izin usaha yang harus
lengkap datanya dan Langsung bermohon saja di perizinan, seperti
mengurus NPWP, surat keterangan usaha di desa/ kelurahan, KTP,

Kartu Keluarga, BPJS. Selama saya mengurus perizinan ini tidak biaya
dalam mengurus perizinan ini”.%

50Ahmad Yani, Wawancara Pada Rabu 6 Oktober 2021
51Suryani, Wawancara Pada 23 Oktober 2021.
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Menurut Ibu Suryani saat melakukan perizinan sangat dipermudah
oleh pemerintah daerah
6). Kesempatan Berusaha
a). Wawancara Dengan Ibu Rahmawati ST., selaku Kepala Seksi
Distribusi Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar, Luwu Utara

“Begini dek, khususnya kita dibidang perdagangan kita kan disini
menangani pasar, nah dipasar itu kan banyak ukm-ukm kecil seperti
pedagang disitu kita fasilitasi mulai dari fasilitas tempat berdagangnya,
sampai ada semacam sosialisasi dipasar-pasar cara berdagang dengan
baik begitu dan fasilitas yang kita berikan itu khusus untuk pedagang
pasar, kami tidak memungut biaya apapun tetapi kita memungut
retribusi sesuai peraturan daerah yang ada di Kabupaten Luwu Utara
dek. Selain itu, sebenarnya untuk persyaratan UMKM itu dia kan harus
mempunyai surat izin tetapi kalaupun dipasar-pasar itu kami tidak
terlalu memberatkan karna kan dia kan cuman pedagang kecil, kasian
kan mau urus kesana-kemari dan dipasar itukan kita kan sudah punya
RT RW lokasi disitu sudah jelas bahwa ini memang tempat berdagang.
Kita memberikan tempat berupa kios, los. itu sudah di atur zonasinya
dek sesuai dengan SNI pembangunan pasar. Untuk jumlah pasar saat ini
di Kabupaten Luwu Utara itu berjumlah 44 pasar, bahkan kemarin ada
lagi pembangunan pasar di Kapidi. Kios di Desa Wonokerto Kecamatan
Sukamaju Selatan juga, yang baru-baru diresmikan juga, itu juga
program kami dalam pembangunan”.>?

Menurut Ibu Rahmawati ST., upaya dalam memberikan
kesempatan usaha juga dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk
dalam pembangunan kios dan los yang ada di pasar.

b). Wawancara Dengan Bapak Samjuddin, Sy selaku sekretaris Desa

Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan

52Rahmawati Wawancara Pada Rabu 29 September 2021



47

“Untuk pembagian kios sendiri yang pertama, memprioritaskan warga
wonokerto, persentasinya 60 dan 40. Yang 60 adalah penduduk dalam
dan yang 40 bisa dari luar. Syaratnya kemarin mendaftar di tim
kecamatan bagian pemerintahan. Waktu itu daftar diwawancara
diberikan pernyataan, dan yang menentukan tim kecamatan. dan juga
sudah ada zonasinya masing-masing, dikelompokan yang bagian kuliner
disebelah utara, bagian butik dan baju di sebelah tengah, perbatasan
tempat secretariat nya keselatan itu campuran dan ATK” .5

Menurut Bapak Samjuddin, Sy pembangunan kios yang ada di
Desa Wonokerto di prioritaskan bagi masyarakat lokal dan telah diatur
berdasarkan zinasinya masing-masih. Syarat kepengurusannya adalah
mendaftar di Kecamatan dan melakukan wawancara
7). Promosi Dagang
a).Wawancara dengan Ibu Marwang S.IP selaku Kepala Bidang Koperasi
dan Ukm

“kalau peran kita di Kabupaten luwu utara terhadap pelaku usaha itu
kan terlihat didalam beberapa kegiatan seperti yang saya bilang tadi,
pertama itu kita bina mereka , memfasilitasi mereka untuk masuk
produknya ke ritel-ritel modern, mengikutkan mereka untuk megikuti
pameran dan itu tidak mudah dan itu harus didahului dengan MOU
dengan ritel modern lalu setelah itu Kkita fasilitasi mengikuti persyaratan
ke ritel modern bagaimana produk produk usaha, seperti apa produk
usaha yang memenuhi kriteria standarnisasi untuk masuk ke ritel
modern, lalu kita fasilitasi untuk mendapatkan halal. kita fasilitasi
produknya untuk bisa SSP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga). setelah itu kita fasilitasi lagi beberapa kelompok untuk
mendapatkan bantuan — bantuan dari pemerintah seperti peralatan,
bantuan uang tunai dalam bentuk hibah. itu semua. Kita juga fasilitaai
mereka untuk diusulkan namanya dikerjasamakan dengan program pusat
dalam bentuk penerimaan bantuan usaha mikro”.%

53Samjuddin, Wawancara Pada Selasa 26 Oktober 2021

S4Marwang, Wawancara Pada Jumat 24 September 2021
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Menurut Ibu Marwang S.IP pemerintah daerah memfasilitasi
pelaku UMKM mulai dari bermitra dengan ritel-ritel modern, mengikuti
pameran, halal MUI, SSP-IRT, bantuan peralatan, bantuan tunai dalam
bentuk hibah. Fasilitas-fasilitas yang diberikan ini diharapkan mampu
untuk meningkatkan promosi produk para pelaku UMKM.

b).Wawancara dengan Ibu Haderia, ketua kelompok UMKM Berkah
dengan usahanya keripik pisang dan cakko-cakko di Kecamatan
Sabbang Selatan
“lyaa jadi dari pemasaran sendiri itu kita dibantu dan dibina oleh dinas
DP2KUKM. Masuk ke ritail juga itu diurus sama pemerintah, label
halal, SSP-IRT, sama Haki itu pemerintah semua, saya bersyukur telah
dibantu pasarkan produk saya ini bisa sampe keluar daerah, saya sudah
sampai ke aceh, sudah sampai ke bulukumba,pantai bira, untuk
pameran. Nanti ada lagi November di Makassar”.

Menurut Ibu Haderia upaya Bantuanya yang memfasilasi masuk ke
ritail modern,ikut pameran, pembuatan label halal, Haki dan kemasan
turut membantu UMKM untuk lebih berkembang kedepan.

8). Dukungan Kelembagaan
a). Wawancara dengan Bapak Drs. Tahril Luli selaku Kepala Bidang
Perindustrian Kabupaten Luwu Utara
“Alhamdulilah salah satu upaya kita dalam itu setiap tahun kita ada
program bantuan berupa mesin dan peralatan. bantuan itu berupa
hibah, jadi dia dalam bentuk hibah artinya tidak ada pengembalian lagi

setelah dibantu tetapi bentuknya adalah mesin dan peralatan atau bukan
uang. Selanjutnya bantuan itu sebelum kita bantu, kita survey dulu

%SHaderia, Wawancara pada Selasa 19 Oktober 2021
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minimal berdasarkan PERBUP (Peraturan Bupati) itu minimal
usahanya adalah dua tahun terakhir berlangsung, jadi yang dibantu itu
bukan yang baru memulai, jadi dia sudah ada minimal 2 tahun
berdirinya kemudian itu yang nantinya kita akan bantu. Kemudian
penganggaranya itu melalui aspirasi DPR yang disebut sekarang
sebagai dana pokir (pokok-pokok pikiran DPR), itu istilah
pendanaanya. jadi melalui aspirasi DPR, DPR yang berhubungan
dengan konstituante masing-masin, di Dapilnya masing-masing
kemudian diusulkan proposal dari konstituantenya, dari dapilnya
kemudian dimasukkan di keuangan,setelah itu akan berhubungan
dengan DP2KUKM.Jadi begitu alur penganggaran dan bantuan.
Selanjutnya setelah bantuan mereka terima itu setiap tahun kami turun
memonitoring untuk melihat apakah dalam pemanfaatan bantuan ini
maksimal atau ada kendala-kendala didalamnya, katakanlah belum
mampu mengoprasikan peralatan modern karna mungkin selama ini
manual. Setelah diberikan peralatan mesin yang modern belum mampu
sehingga Kita turun setiap tahun untuk memberikan pembinaan. selain
itu kita mau melihat kegunaan daripada monitoring ini dan melihat
apakah alat ini dimanfaatkan secara maksimal artinya ka ada juga yang
kami dapatu di lapangan mesin dan peralatan yang diberikan itu tidak
digunakan, .5

Menurut Drs Tahril Luli, adanya bantuan peralatan merupakan
bentuk dukungan kelembagangan yang diberikan pemerintah daerah
terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Bantuan yang

diberikan juga di monitoring untuk melihat pemanfaatannya sudah

maksimal atau masih terdapat kendala yang dialami.

b). Wawancara dengan Bapak Drs. Muh H. Kasrum, M.Si, selaku Kadis
Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Ukm

“UU No 20 Tahun 2008, landasan itu banyak mengatur tentang UMKM,
termasuk pemberdayaan. Selain itu, bentuk dukungan kelembagaan kita
itu adalah memberikan bantuan, bantuan bermacam-macam kemarin di
tahun 2020 ada bantuan peralatan, dalam bentuk hibah ya itu kalau tidak
salah ada pada SK Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/286/\V1/2020.
ada juga bantuan covid itu diatur didalam Peraturan Bupati No 21 Tahun

S6Tahril Luli, Wawancara Pada Rabu, 29 September 2021
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2020. Itu semua bentuk dukungan kami kepada pelaku UMKM supaya
nantinya para pelaku usaha ini bisa tumbuh dan berkembang
kedepannya”.s’

Menurut Bapak Drs. H. Muh Kasrum, M.Si, dukungan
pemerintah telah dilakukan sebagai upaya untuk memberdayakan
UMKM di Kabupaten Luwu Utara. dimulai dari pemberian bantuan
peralatan hingga bantuan dana covid bagi pelaku UMKM.

b. Upaya Pemerintah dalam Penguatan Potensi Usaha
Untuk menciptakan UMKM yang mandiri dan tangguh tentunya peran
pemerintah sangat dibutuhkan. Dukungan kelembagaan menjadi hal yang
krusial dalam menaikkan dan mengembangkan potensi UMKM khususnya
pada Kabupaten Luwu Utra. Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dijelaskan pada pasal 16 yakni
pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemgembangan usaha
yakni dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia
serta desain dan teknologi, maka dapat dipaparkan sebagai berikut.
1). Bidang Produksi dan Pengolahan
a).Wawancara dengan Bapak Drs.Tahril Luli selaku Kepala Bidang IKM
Kabupaten Luwu Utara
“Jadi begini, itu lah gunanya binaan jadi binaan itu termasuk umkm itu
cara kita untuk penguatan potensi yakni dengan meningkatkan

kompetensi mereka khusunya dibidang produksi dan pengolahan itu
antara lain mereka Kita utus ke Makassar untuk mengikuti pelatihan,

5"Muh Kasrum, Wawancara pada Rabu 22 September 2021
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ada disana namanya BDI, jadi disana merekna dilatih selama satu
minggu jadi itu tergantung dari BDInya kadang 10 hari mereka
difasilitasi, kemudian yang difasilitasi dibidang industri itu termasuk
sertifikat halal tapi kita lihat dulu usahanya apakah produknya itu
sudah dipasarkan diluar daripada luwu utara. kalau masih dalam ruang
lingkup luwu utara, kami hanya mempersyaratkan yang namanya PIRT
Dinas Kesehatan. Tapi kalau produknya sudah keluar, kita usahakan
dia memiliki sertifikat halal. Karna salah atu syarat juga untuk masuk
ke ritel modern seperti alfamidi, alfamart, indomart, itu harus ada
sertifikat halal.dan mereka itu kami fasilitasi dan mereka tidak
membayar satu sen pun, jadi kami yang anggarkan unutk mendapatkan
sertifikat halal itu. Begitu juga ada namanya HAKI Merek (Hak
Kekayaan Intelektual). jadi haki itu kita fasilitasi juga disini, jadi kita
fasilitasi jika usahanya sudah mulai berkembang jadi yang tadi saya
katakana tadi itu masih jadi satu dengan dapurnya, sekarang dia sudah
pisah, trus produknya itu sudah merambah diluar dari luwu utara. itu
pelan-pelan kita fasilitas-fasilitas seperti itu dari halal, haki. karna
setiap tahun mereka kami kumpul karna ada rapat-rapat misalnya ada
juga kita kasih bantuan kemasan, jadi nanti disitu kami berikan
penjelasan bahwa kemasan itu tidak boleh misalnya di pakaikan hekter,
karena benda itu berbahaya, yang mengkonsumsi produk itu bukan
hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. karna ada beberapa
industry makan minum, yang cemilan-cemilan yang menggunakan
mika itu kita arahkan untuk menggukan lakban jangan hekter untuk
keamananya. Kemudian nanti kalau kita fasilitasi kemasan, mereka
tidak akan menggunakan kemasan yang lama, untuk itu kita bantu
kemasan. Jadi kalau nilai uangnya itu 5.000.000 keatas lah atau paling
rendah 5.000.000”. ¢

Menurut Bapak Drs.Tahril Luli untuk penguatan potensi dapat
dilakukan dengan meningkatkan kompetensi usaha khususnya di bidang
produksi dan pengelohan melalui program-program pelatihan, selain itu
juga memfasilitasi pelaku usaha, Halal MUI, HAKI serta bantuan

kemasan.

S8Tahril Luli, Wawancara Pada Rabu 29 September 2021
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b).Wawancara dengan Ibu Marwang S.IP selaku Kepala Bidang Koperasi
dan Ukm
“didalam pelatihan itu kita ajarkan mereka business plan. bagaimana
itu melihat peluang-peluang pasar, bagaimana melihat dan membuat
neraca ,bagaimana membuat alur kasnya, bagaimana laporan
keuangannya. itu semua yang kita ajarkan, itulah bentuk-bentuk
pembinaan kita. itulah yang disebut peranya pemeriintah daerah kab,
luwu utara, dalam hal ini dinas DP2KUKM dalam beberapa pelaku
usaha, itu cara kita untuk melakukan penguatan terhadap potensi yang
mereka miliki. Ada juga bantuan peralatan yang kita kasih supaya
usaha mereka lebih maju lahi”.*°
Menurut lbu Marwang S.IP pelatihan yang dilakukan dalam
rangka penguatan potensi UMKM khususnya di bidang produksi dan
pengolahan yakni pelatihan tentang business plan, melihat peluang pasar
dan membuat laporan keuangan serta bantuan peralatan dalam bentuh
hibah barang.
c).Wawancara dengan Ibu Nurwiah Selaku ketua kelompok Fatri Taylor
di Desa Harapan Kecamatan Mappedeceng
“Iya, alhamdulilan tahun kemarin daya dapat bantuan mesin jahit dari
pemerintah dan berkat bantuan ini bisa membantu saya menjalankan
bisnis saya.”®
Ibu Nurwiah merupakan salah satu pelaku UMKM yang
mendapat bantuan peralatan berupa mesin jahit. Menurutnya dengan

adanya bantuan peralatan tersebut mampu membantu usahanya

berkembang lagi.

SSMarwang, Wawancara Pada 24 September 2021

®Nurwiah, Wawancara Pada Senin 27 September 2021
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2). Pemasaran

a). Wawancara dengan Bapak Drs Tahlil Luli, selaku Ketua Bidang IKM
Kabupaten Luwu Utara
“Penguatan potensi berikutnya yang tak kalah penting adalah dibidang
pemasaran. supaya UMKM kita lebih berkembang, harus
dikerjasamakan dengan retail-retail modern, tapi sebelum itu harus
bersertifikat halal, tapi untuk dapat itu harus ada PIRTnya dulu, nah itu
kami bantu dan itu didapatnya dari Dinas Kesehatan”. 5!

Menurut dengan Bapak Drs Tahlil Luli dibidang pemasaran,
upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan fasilitas-fasilitas
dan membantu pelaku usaha untuk masuk ke ritel-ritel modern,

b). Wawancara dengan Ibu Rosniati ST., selaku Kepala Seksi Bidang
IKM
“Insyaallah untuk lebih mengembangkan pelaku usaha kedepan akan
ada klinik kemasan jadi klinik kemasan itu merupakan tempat untuk
pelaku usaha untuk konsultasi terkait dengan label dan kemasan itu
fungsinya. Tempat konsultasi, bagaimana kemasan yang menarik dan
sesuai dengan produknya termasuk mendesain, nanti itukan ada satu
ruangan diberikan disitu ada sekretariatnya. Jadi kedepannya itu kalau
ada pelaku usaha yang tidak memiliki computer, boleh datang kesitu
dan tidak dipungut biaya, itu gratis.”®?
Menurut Ibu Rosniati ST, untuk menunjang pemasaran UMKM
kedepan, aka ada Kklinik kemasan untuk mengakomodir pelaku UMKM

dalam membuat kemasaran maupun label produknya agar lebih menarik

dan memliki nilai jual di pasaran.

61 Tahlil Luli, Wawancara Pada Rabu 29 September 2020
®2Rosniati, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021
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c). Wawancara dengan Ibu Suyani selaku Ketua Kelompok UMKM Afni
dengan produknya kripik labu, Kecamatan Tana Lili
“Keripik kita ini dek, masuk mih di Indomart sama Akfarmart,
awalnya itu kita mengikuti pelatinan PIRT dari dinas kesehatan, dari
dinas kesehatan baru keluar rekomendasi untuk menimbulkan menu
PIRT di kemasan, di kemasan itu harus ada nomor PIRT tercantum,
jadi persyaratan untuk mendapatkan label halal ya harus ada PIRTnya,
alhamdulilah kita sangat dibantu oleh pemerintah daerah”.%
Menurut Ibu Suryani pemerintah sangat membantu dalam
memfasilitasi produknya untuk masuk keritel modern
3). Sumber Daya Manusia
a). Wawancara dengan Bapak Drs Tahril Luli., selaku Kepala Bidang
IKM
“Alhamdulilah untuk pemberdayaan khususnya untuk kompetensi
mereka. Mereka itu sering kita bawa ke BDI (Balai Diklat Industri)
untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan ada juga sosialisasi-sosialisasi
dari pemerintah provinsi dan setiap tahun ada, karena itu merupakan

bagian dari kegiatan kita juga, kegiatan bidang. Jadi setiap tahun itu

berulang. Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan ini berkisaran

10-15. Kalau kegiatan sosialisasi halal itu kisaran 30 pelaku usaha”.®

Menurut Bapak Drs Tahril Luli, upaya pengembangan potensi
adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku
UMKM, dan pelatihan-pelatihan ini diadakan setiap tahun.

b). Wawancara dengan Bapak Drs.H.Muh Kasrum, M.Si., selaku Kadis

DP2KUKM

83Suyani, Wawancara Pada Selasa 19 Oktober 2021
6 Tahril Luli, Wawancara Pada Rabu 29 September 2021
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“Untuk pembangunan SDM, jadi sebelum usaha itu diberikan bantuan
atau difasilitasi baik itu peralatan, itu ada ada namanya pelatihan
kewirausahaan, jadi kita didik dia, kita bina dia, kita arahkan dia, kita
latih dia, bagaimana mengelola suatu usaha. Dan itu pelatihnya bukan
dari Kita, tapi Kita datangkan ahlinya, umpama bidang koperasi, Kita
datangkan dari koperasi yang berprestasi, kemudian kita panggilkan
BLU (Badan Layanan Umum Daerah) di Makassar untuk melatih. ada
juga dari akademisi, doctor-dokter professional yang memberikan ilmu
terkait bagaimana memanage suatu usaha, kan percuma itu kalau tidak
ada manajemenya.Kita harus professional, paling tidak, bisa mengatur
/ memanage bagaimana keuangan yang ada. karna biasanya usaha-
usaha itu kan,berapa masuk dihabiskan, sehingga tidak bisa
berkembang padahal kalo masuk seribu, dua ratus kamu sisihkan untuk
modal. jadi jangan modal habis, tidak bisa berkembang. jadi SDM kita
rawat, kita bina terus”.s

Menurut Bapak Drs.H.Muh Kasrum, M.Si., upaya penguatann
potensi dilakukan dengan membangun SDM. Sebelum diberi bantuan
oleh pemerintah daerah maka pelaku UMKM akan diberikan pelatihan
tentang cara pengelolaan usaha mereka.

c). Wawancara dengan Ibu Rohayu selaku UMKM di Kecamatan
Baebunta
“Sebelum saya dapat bantuan gerobak, memang sudah ada persuratan
dari lurah untuk ikut pelatihan-pelatihan sebelum mendapat bantuan,
sampai ke Makassar bahkan. Biasa pelatihannya itu tentang cara
mengelola suatu usaha, Sosialisasi-sosialisasi juga. Ini sangat
membantu jadi Kita yang belum tau ya menjadi tau. Biasa juga di Bukit
Indah Masambah pelatihanya,dan setelah itu baru dapat bantuan
gerobak™.%¢

Menurut Ibu Rohayu, beliau juga pernah mengikuti pelatihan.

Pelatihan tersebut dilakukan sebelum bantuan gerobak diberikan.

®Muh Kasrum, Wawancara pada Rabu 22 September 2021
5Rohayu, Wawancara Pada Selasa 19 Oktober 2021
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Dengan adanya pelatihan tersebut membantu usahanya untuk lebih baik
kedepan.
4). Desain dan Teknologi
a). Wawancara dengan Bapak Drs Tahril Luli selaku Kabid KM
Kabupeten Luwu Utara
“Termasuk desain-desain produk mereka itu juga kami fasilitasi, jika
ada yang ingin didesainkan bisa langsung datang bermohon, kami tidak
mempersulit itu, karna memang sudah menjadi tanggung jawab kami,
dan tidak ada pungutan biaya ya. Itu pungli namanya dan jelas itu tidak
dibenarkan”. ¢ (Wawancara pada Rabu 29 September 2021).

Menurut Bapak Drs Tahril Luli, Pemerintah dalam hal penguatan
potensi, juga difasilitasi dalam hal mendesain produk tanpa adanya biaya
yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha.

b). Wawancara dengan oleh Ibu Indrawati selaku staf bagian Koperasi dan
UKM
“Kalo untuk pembinaanya ada diambil pemateri dari luar untuk
memberikan materi seputar kemasan misalnya, pemasaranya dan
motivasi. dan baru-baru ini juga ada pelatihan terkait pengembangan
aplikasi pemasaran e-comers”.®® (Wawancara Pada Rabu 22 September
2021).
Menurut Ibu Indrawati, pemerintah juga memberikan pelatihan

terkait aplikasi pemasaran e-comers. yang diharapkan dapat membantu

pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

87 Tahril Luli, Wawancara pada Rabu 29 September 2021
88|ndrawati, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021
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c. Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Usaha
1). Wawancara dengan Bapak Drs.H.Muh Kasrum, M.Si,. yang merupakan
Kepala Dinas DP2KUKM Luwu Utara

“Langkah pertama yang kita lakukan meningkatkan kualitas, makanya
kita latih, makanya kita bantu peralatan, makanya kita fasilitasi
kemasan tadi jangan sampai kemasannya, kualitasnya, mutunya lebih
bagus yang di retail modern dibanding pelaku usaha kita. Kemudian
yang kedua ini saya batasi pembangunan retail modern, jadi ada
beberapa permohonan masuk, dan saya tidak setujui karna jika itu
dilakukan, UMKM Kita akan mati. ini bahkan yang sudah ada ini, kita
evaluasi. Karna takutnya memartikan para pelaku usaha dan selama
saya menjabat disini tidak ada saya kasi izin. ini ada dari Malibatta
saya tidak beri izin juga”.®°

Menurut Bapak Drs.H.Muh Kasrum, M.Si upaya yang dilakukan
untuk melindungi pelaku UMKM adalah dengan meningkatkan kualitas
dan mutu produk agar tidak kalah bersaing dengan produk-produk yang
ada di ritel-ritel modern. Selain itu juga melakukan pembatasan
pembangunan ritel modern. Hal ini dilakukan sebagai upaya
melingdungi pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara.

2). Wawancara dengan Bapak Drs Tahril Luli selaku Kabid IKM Kabupeten
Luwu Utara

“Salah satu upaya yang dilakukan itu kita upayakan, bagaimana

mereka masuk dipasar modern, ritel modern. jadi di alfamidi itu atau

di indomart itu ada khusus memang produk lokal,ada satu tempat

khusus atau rak khusus harus ada disitu jadi dia tidak boleh berdiri itu

ritel modern disitu kalau dia tidak mau akomodir produk-produk

lokal. jadi ada disitu salah satu perlindungan Kita. selain itu juga
supaya cepat kelihatan makanya biasanya didepan atau didekat kasir.

8Muh Kasrum, Wawancara Pada Rabu 2 September 2021
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jadi tempat khusud itu ada batasan-batasan, untuk kripik berjejer keatas
5-10 lah untuk satu UMKM supaya mereka semua dapat kesempatan
kalau hanya satu orang disitu kan monopoli juga namanya, jadi ada
berbagai produk disitu dan mungkin ada pertanyaan begini bagaimana
dengan yang lain pak? ya tentu persyaratan-persyaratan untuk masuk
ke ritel modern itu agak berat ya agak sulit tapi tetap Kkita fasilitasi
jadi yang masuk kesitu yang usahanya sudah memadai, yang masih
menjual disekitaran luwu utara itu belum bisa karna masih home
industry, masih kecil sekali.jadi yang sudah agak bagus itu baru bisa
masuk ke ritel-ritek modern. itu salah satu kita punya perlindungan”.™
Menurut Bapak Drs Tahril Luli upaya perlindungan pemerintah
terhadap pelaku UMKM adalah dengan membantu Pelaku usaha untuk
masuk di pasar modern dan ritel modern,

2. Faktor — Faktor Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara
Pemberdayaan UMKM di Luwu Utara merupakan kegiatan yang dilakukan
secara terencana dan menyeluruh yang juga mencakup seluruh komponen
secara terencana dan terpadu. Dalam kegiatannya, pemberdayaan ini
dimENpengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang menghambat maupun
mendukung proses tersebut. Berikut adalah salah satunya.

a. Faktor Penghambat Pemberdayaan
1). Wawancara dengan Bapak Drs Tahril Luli selaku Kabid IKM Kabupeten
Luwu Utara
“Kalau hambatan, kita kembali ke hambatan klasik persoalan
anggaran. kamarin ini ada namaya refocusing wadah pada masa
pandemic itu pemotongan anggaran pada saat APBD Pokok di potong

30% , kemudian masuk lagi APBD Perubahan dipotong lagi 30%. jadi
dari situ kita sebenarnya terkendalanya. akan tetapi, jangan karna

Tahril Luli, Wawancara Pada Rabu 29 September 2020
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anggaranya kurang sehingga kita merasa tidak mau bekerja, jadi kami
hanya maksimalkan apa yang ada seperti itu. katakanlah mungkin
seperti kemarin itu kita mau adakan lagi bantuan untuk tahun ini,
bantuan mesin dan peralatan kita turun saja walaupun sebenarnya
katakanlah pembeli bensinya tidak ada, kita turun saja apa boleh buat,
karna itu memang tugas kami. mau tidak mau harus turun survey.””
Menurut Bapak Drs Tahril Luli, hambatan utama dari adanya
pemberdayaan UMKM adalah adanya keterbatasan anggran, selain itu
juga terjadi permotongan anggaran sebesar 30%. Namun Pemerintah
Daerah sendiri  khususnya DP2KUKM berupaya untuk tetap
memaksimalkan upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaen Luwu
Utara.
2). Wawancara dengan Ibu Marwang S.IP., selaku Ketua Bidang Koperasi
dan UKM
“Salah satu hambatan kami itu yaa beberapa dari mereka belum paham
tata cara untuk mendapatkan bantuan , itu mereka kadang-kadang
masukkan proposal, kita koreksi lagi disini kemudian Kkita panggil yang
bersangkutan memberikan penjelasan bahwa ini yang masih kurang
misalnya berita acara pembentukan, struktur organisasinya belum,
surat izin berdomisili dari desa™.”
Menurut Ibu Marwang S.IP, hambatan yang dialami oleh
pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM itu berasal dari kurang

pahamnya pelaku usaha tentang prosedur untuk mendapatkan

pembinaan ataupun bantuan.

"Tahril Luli, Wawancara Pada Rabu 29 September 2021

"2Marwang, Wawancara Pada Jumat 24 September 2021
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3). Wawancara dengan Dr. H. Muh Kasrum M.Si selaku Kadis DP2KUKM
Luwu Utara
“Namanya juga masyarakat umum, itukan jumlah mereka ada 13.200,
khusus bidang koperasi dan UKM saja hanya 7, seksi UKM sendiri
hanya dua, jadi memang agak sulit mengakomodir semua UMKM
apalagi fasilitas kemampuan pemerintah untuk memfasilitasi sangat
terbatas”.”

Menurut Dr. H. Muh Kasrum M.Si dalam kapasitasnya sebagai
Kadis DP2KUKM, keterbatasan pemberdayaan juga dikarenakan
jumlah ASN yang bertanggung jawab terhadap usaha kecil dan
menengah relatif sedikit. Sehingg belum mampu mengakomodir
pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

4). Wawancara dengan Ibu Yati selaku UMKM di Kecamatan Masamba
“Saya harap dari tim diatas itu turun sendiri untuk survei, usaha mana
saja yang aktif berjualan setiap hari atau bagaimana keadannya di
tempat itu, ini disamping dapat bantuan gerobak tapi tidak dipakai,
padahal masih banyak penjual yang layak dapat ini fasilitas dan saya
harap bisa lebih selektif lagi dalam memberikan bantuan”.’

Menurut Ibu Yati pemberian bantuan berupa gerobak belum
secara sepenuhnya terdistribusi dengan baik, hal ini dikarekan masih
banyak bantuan yang tidak digunakan dengan harapan bahwa
pemerintah daerah lebih selektif lagi dalam memberikan bantuan.

5). Wawancara dengan Ibu Rahmawati ST selaku kasi Fasilitasi Distribusi

Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar DP2KUKM Luwu Utara

SMuh Kasrum, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021
"#Yati, Wawancaara Pada Selasa 19 Oktober 2021
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“Pameran itu setiap tahunnya ada, tapi karna pandemic pemeran tidak
ada lagi. Anggaran juga dipangkas, jadi mau tidak mau kita harus lebih
selektif lagi dalam memberikan bantuan”.”™

Menurut Ibu Rahawati ST., Kketerbatasn anggaran juga
disebabkan oleh adanya pandemic covid sehingga perlu selektif dalam
pemberian bantuan.

6). Wawancara dengan Bapak Ahmadi S.os selaku Sekretaris Kelurahan
Kappuna Kecamatan Masamba
“Sentra Bisnis bukanya itu mulai pagi tapi kalau malam batas jam 10
kecuali malam minggu bisa sampai jam 11. dan memang dibatasi karna
adanya covid. Selain itu kita harus menjaga jarak, pakai masker, jam
oprasional juga di batasi selama covid ini”.?

Menurut Bapak Ahmadi S.os, adanya pandemic covid
mengakibarkan terjadinya pembatasn kegiatan, salah satu jam
oprasional senbis.

7). Wawancara dengan Ibu Vivianti selaku UMKM yang berjualan di area
Sentra Bisnis
“Selain omset menurun, karna covid juga jam buka dan tutup di senbis
ini dibatasi dek, sekarang hari-hari biasa itu jam 10 kami sudah harus
tutup”.”.

Menurut Ibu Vivianti, pembatasan jam oprasional sentra bisnis

mempengaruhi jumlah omset yang didapatkan.

">Rahmawati, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021
"6 Ahmadi, Wawancara Pada Kamis 14 Oktober 2021

TVivianti, Wawancara Pada Jumat 24 Desember 2021
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8). Wawancara dengan Bapak Dr. H. Muh Kasrum M.Si Selaku Kadis
DP2KUKM Luwu Utara

“Ada produk kopi dan kakao diseko. hanya masih terbatas, karna akses
kesana agak sulit tapi tetap kita fasilitasi dengan bantuan-bantuan
yang ada, biasa juga ada yang mengeluhkan distribusi biji kopi karna

itu tadi akses jalan yang sulit”.”®
Menurut Bapak Dr. H.Muh Kasrum M.Si Jalan menuju
kawasan ini agak sulit untuk dilalui. Seko atau Rampi dapat dicapai
melalui udara karena di daerah tersebut terdapat bahan bakar udara.
Hal ini menyulitkan para pelaku usaha yang sebagian besar
menggunakan bahan baku dari daerah selain itu pemerintah daerah
juga kesulitan dalam memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM.

b. Faktor Pendukung Penberdayaan
1). Wawancara dengan Ibu Chia selaku Staf Koperasi dan UKM

“Sebenarnya kalau SDM di Kabupaten Luwu Utara itu sudah kreatif
ya, mereka banyak menggunakan Sumber Daya Alam yang mereka
punya untuk diolah dan dikreasikan. Makanya untuk kebih mendukung
itu semua keterampilannya ada pelatihan kewirausaan, disitu nanti
mereka akan diajar, dilatih dan dibina untuk membuat business plan™.”
Menurut Ibu Chia, SDM yang ada di Kabupaten Luwu Utara
telah kreatif khusunya dalam pemanfaatan SDA yang dimiliki. Untuk

lebih mendukung hal tersebut, pemerintah melakukan pembinaan

dalam pelatihan-telatihan terkait business plan.

Muh Kasrum, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021
Chia, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021
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2). Wawancara dengan lbu Haderia, Ketua Kelompok UMKM Berkah
Kecamatan Sabbang Selatan

“jadi kita di bina oleh DP2KUKM dengan semuanya . jadi semua Kita
dibina, dari pertanian, sosial, pkk dan kesehatan. Jadi mereka kasih kita
informasi untuk mengajukan proposal. Awalnya itu kami dilatih di
Baptek, nah setelah itu kami diminta untuk buat kelompok. Setelah itu
kam diminta unutk produksi apa saja yang ada di daerah kami.
Kebetulan di Desa kami banyak sagu, ya kami buat cakko’ cakko’
mulanya. Sehingga ditahun 2019 kelompok kita dipilih. Sebenarnya
banyak yang dibina Baptek tapi hanya beberapa yang mampu bertahan
termasuk saya. Jadi cakko’ cakko itu sampai sekarang, bahkan ada
varian rasanya, bukan hanya original, ada rasa jahu, gula merah juga.
Sekarang juga bukan hanya cakko’cakko’ tapi ada keripik pisang.
Jumlah kami itu 9 orang. Jadi pelatihan ini sangat membantu saya
untuk bisnis saya”.®

Menurut Ibu Haderia, pembinaan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah membantu usaha Ibu Haderia. Melalui pelatihan
yang diberikan mampu untuk meningkatkan, menumbuhkan serta
mengembangkan usaha Ibu Haderia.
3). Wawancara dengan lbu Suryani, selaku UMKM Afni di Kecamatan Tana
Lili
“lya ada Pelatihan, sering saya ikuti dan Alhamdulilah di Tahun 2019
kami mendapatkan bantuan uang sebesar 10.000.0000, uang itu
tentunya kami gunakan untuk mengembangkan usaha kami. selain itu
saya dapat bantuan peralatan. ini baru-baru Alhamdulilah kita juga

dapat bantuan KUR, ini kepengurusannya kami dibantu sama Ibu
Marwang, baru-baru keluar ini nak awal tahun 2021”8

80Haderia, Wawancara Pada Selasa 19 Oktober 2021
81Suryani, Wawancara Pada Selasa 19 Oktober 2021
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Menurut Ibu Afny Selain sumber daya manusia, pemerintah
daerah khususnya DP2KUKM membrikan Sumber Daya Permodalan
dan tentunya membantu perkembangan usahanya

4). Wawancara dengan Bapak Drs.H.Muh Kasrum M.Si, selaku Kepala
Dinas Perdaganagan, Perindustrian, Koperasi dan Ukm

“lya, jadi luwu utara itu paling kaya kalo masalah potensi SDA untuk
UMKM, lya, karna kita mau buat usaha keripik, ada pisang. mau buat
usaha sagu, ada sagu,mau buat cakko” ada sagu, ada kelapa. jadi
memang banyak / melimpah, kalo di luwu utara ada durian, jika orang
mau kreatif dan melihat peluang pasar. itulah pentingnya mengetahui
business plan. kita harus mengetahui peluang pasar terhadap apa yang
kita mau lakukan”. 8

Menurut Bapak Drs.H.Muh Kasrum M.Si berbagai potensi
sumber daya alam yang ada di Luwu Utara tidak hanya mendukung
pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara, tetapi juga menjadi
landasan yang kuat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Luwu
Utara.

5). Wawancara dengan Ibu Marwang S.IP selaku Kabid Koperasi dan Ukm

“Kalo UMKM Kkita meliht dulu dari mikro yah, jika melihat jumlahnya
sangat besar. Dimana-mana daerah itu dek yang membuat dia besar itu
adalah kuatnya keberadaan UMKM. Luwu utara juga begitu.
Kebetulan kita juga dari sisi pemerintah didukung oleh bupati. Jadi
hampir ini Kabupaten Luwu utara menjadi proyek pilot karena peranan
pemerintah itu terlihat. dan memang hal ini masuk didalam
programnya ibu indah. Seperti kemarin itu di Mabisa. dimana ada 3
kegiatan di mabisa itu melekat dibidang koperasi dan ukm. yang mana
itu termasuk pemberian bantuan stimulant, termaksud bantuan covid
kepada pelaku usaha mikro, kedua termasuk kegiatan ini ada semua di

82Muh Kasrum, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021
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dalam DPA bahwa Pemda itu bermitra dengan ritel modern. Jadi adek
bisa jalan jalan ke ritel-ritel modern. setiap ritel modern di kabupaten
luwu utara itu persyaratkan ada gondola di depan yang bertuliskan
produk lokal lutra. itu salah satu bentuk peranan pemerintah dalam
memberdayakan pelaku usaha Kkhususnya pelaku usaha yang terlibat
dalam pengolahan.” 8

Menurut Ibu Marwang S.IP pemberdayaan UMKM di
Kabupaten Luwu Utara banyak didukung oleh pemerintah. mulai dari
pemberian bantuan stimulant, bantuan covid juga membantu

memfasilitasi pelaku UMKM untuk masuk ke ritel-ritel modern.

83Marwang, Wawancara Pada Jumat 24 September 2021
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C. Pembahasan

1. Upaya Pemeritah daerah pada Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 telah menjadi acuan Pemerintah
Daerah untuk mememberdayaan UMKM, khususnya Dinas Perdagangan,
Perindustrian dan Koperasi serta Ukm Luwu Utara. Kehadiran Dinas
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Ukm ini memberikan klarifikasi
bahwa pemerintah daerah turut andil dalam pengembangan dan peningkatan
kualitas UMKM di Luwu Utara. Upayanya bukan hanya dalam bentuk fisik,
namun didukung dengan pemberian motivasi agar para pelaku usaha semakin
aktif dalam mengembangkan usahanya. Persebaran UMKM di Kabupaten Luwu
Utara secara proposional tersebar di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten

Luwu Utara

Tabel 4.2 UMKM per kecamatan di Luwu Utara Tahun 2020

No Kecamatan Jumlah UMKM Jumlah
Tenaga Kerja
1 Sabbang 916 1299
2 Sabbang Selatan 438 631
3 Baebunta 1073 1432
4 Baerbunta Selatan 512 649
5 Rongkong 114 161
6 Seko 78 125
7 Rampi 38 44
8 Masamba 2910 3894
9 Mappedeceng 1301 2070
10 Sukamaju 1653 2465
11 Sukamaju Selatan 681 1278
12 Bone-Bone 1641 2237
13 Tana Lili 534 801
14 Malangke 490 540
15 Malangka Barat 821 1059
Luwu Utara 13200 18685

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara 2020
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah UMKM di
Kabupaten Luwu Utara sebesar 13.200 unit dengan jumlah tenaga kerja sebesar
18.625 tenaga kerja. Melihat potensi UMKM di Kabupaten Luwu Utara, perlu
ada langkah pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai
wujud untuk mengoptimalkan potensi dan mewujudkan kemandirian UMKM
yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

Kontribusi UMKM juga bagian dari intervensi pemerintah daerah dalam
memberdayaan UMKM di Luwu Utara. Teknisnya, pemberdayaan ini dapat
diwujudkan dengan memperbaiki iklim usaha, meningkatkan potensi usaha,
serta berupaya melindungi pelaku usaha. Hal ini juga di dukung oleh peraturan
perundang undangan yakni pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dipaparkan sebagai berikut.

a. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim usaha.
1). Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Utara memberikan bantuan berupa dana
bergulir pada tahun 2010 namun bantuan pembiayaan dihentikan karena
badan atau pelaku usaha yang menerima bantuan ini tidak mengembalikan
dana tersebut, sehingga bantuan yang diberikan saat ini adalah bantuan
dana stimulun dalam bentuk hibah. pada tahun 2019 menjadi 60
pengusaha. Berikut daftar penerima bantuan dana stimulan Tahun 2019

dan bantuan covid bagi pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara.



Tabel 4.3 Daftar Bantuan Wirausaha Luwu Utara

No Kecamatan Kecamatan
1 Sabbang 3
2  Sabbang Selatan -
3 Baebunta 17
4 Baerbunta Selatan -
5 Rongkong 3
6 Seko 2
7 Rampi 1
8 Masamba 23
9 Mappedeceng 6
10 Sukamaju 3
11 Sukamaju Selatan -
12 Bone-Bone -
13 Tana Lili -
14 Malangke 1
15 Malangka Barat 1

Luwu Utara 60

Sumber; DP2KUKM Luwu Utara
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Selain itu ditengah pandemic covid yang menimpa di setiap daerah,

Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada 846 UMKM di

Kabupaten Luwu Utara selama 3 bulan yakni 1.800.000

Tabel 4.4 Daftar Bantuan Covid UMKM terdampak Covid Per

Kecamatana Kabupaten Luwu Utara

No Kecamatan JK Jumlah
L P
1 Sabbang 26 51 77
2 Sabbang Selatan 16 26 42
3 Baebunta 82 64 146
4 Baerbunta Selatan 14 26 40
5 Rongkong 19 33 52
6 Seko 11 12 23
7 Rampi 81 143 224
8 Masamba 7 4 11
9 Mappedeceng 1 3 4
10 Sukamaju 36 57 93
11 Sukamaju Selatan 5 5 10
12 Bone-Bone 1 1 2
13 Tana Lili 55 29 84
14 Malangke 4 8 12
15 Malangka Barat 10 16 26
Luwu Utara 368 478 846

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara 2020
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Selain bantuan dana stimulant dan covid, guna mendukung
pemberdayaan UMKM, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan, yaitu
adanya fasilitas penunjang bunga dalam pembiayaan ekspor melalui
program kredit usaha rakyat, KUR ini terbagi menjadi kur ritel dan kur
mikro. Perbedaanya terletak pada jumlah plafon yang diberikan. Jika
KUR Ritel plafon dimulai dari 20.000.000 — 500.000.000 sedangakan
KUR Ritel plafon maksimum adalah 20.000.000.*

2). Sarana dan Prasarana

Sarana dapat diartikan sebagai perlengkapan kerja, peralatan,
maupun fasilitas yang dapat digunakan untuk membantu dalam
pelaksanaan pekerjaan, sedangkan prasarana merupakan penunjang
terselenggaranya suatu pekerjaa.®®> Pemerintah daerah Kabupaten Luwu
Utara berupaya dalam pemenuhan serta perbaikan sarana dan prasarana
bagi para pelaku usaha.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan
membangun stand serta kios-kios sebagai penunjang kegiatan usaha.
Selain itu, memberikan tempat khusus bagi pelaku usaha kecil untuk

mengembangkan usahanya seperti sentra bisnis (Senbis) yang berada di

8Embun Suryani Suryani, Sri Wahyulina, and Siti Aisyah Hidayati, “Akses Usaha Kecil Dan
Mikro (UKM) Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dan Dampaknya Terhadap PerkembanganUsaha:
Kasus UKM Di Kota Mataram,” Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora 5, no. 2 (2019): 186-202.

®Nismawati dan  Marhtyni, ”Factor Related to the Implementation Of Health Ptotocol in
Micro Business Actors During tha Covid -19 Pandemic”, UNM EnvironmentaL. Journals, Vol. 3, No.
3, 2020 http://103.76.50.195/UEJ/article/view/16210/9377
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JI. Jenderal Ahmad Yani, Kappuna Kec Masamba menjadi bukti nyata
perhatian pemerintah daerah di Kabupaten Luwu Utara. Sentra kuliner ini
merupakan bentuk kerjasama pemerintah daerah dan pihak swasta sebagai
upaya pemulihan perekonomian UMKM pasca banjir bandang yang
melanda Kecamatan Masamba dan akibat adanya Covid -19.

Tabel 4.5 Bantuan Gerobak dan Tenda UMKM di Kabupaten

Luwu Utara
No Kecamatan Jumlah Bantuan Jumlah
Gerobak Tenaga Kerja
1 Sabbang 26 7
2 Sabbang Selatan 7 0
3 Bone-Bone 3 12
4 Malangke 0 1
5  Malangke Barat 2 0
6 Mappedeceng 12 3
7 Masamba 69 35
8 Rampi 0 0
9 Rongkong 0 0
10 Sabbang 4 2
11 Sabbang Selatan 3 0
12 Seko 0 0
13 Sukamaju 23 35
14 Sukamaju Selatan 0
15 Tana Lili 1 0
Luwu Utara 150 95

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara 2020

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga memberikan bantuan
gerobak dan tenda bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara.
Namun berdasarkan data diatas masih beberapa kecamatan yang belum
mendapatkan bantuan gerobak dan tenda khususnya didaerah-daerah

terpencil seperti Rampi, Seko, Rongkong dan Sukamaju Selatan.
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3). Informasi Usaha

Peran pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi usaha
dilakukan dengan memberikan informasi terkait pengembangan serta
membantu pelaku UMKM melakukan pemasaran produknya melalui
kegiatan pemeran, hal ini selain bertunjuan untuk memperkenalkan
produk daerah juga memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk
mempromosikan dan menjual produk mereka.

Namun berdasarkan keadaan dilapangan, pemberian informasi ini
belum secara efektif dilakukan sebab belum bisa menjangkau UMKM
secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan belum lengkapnya data base
terkhusus nomor ponsel pelaku UMKM. Hal ini juga sekaligus
memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah Luwu Utara belum mampu
menggunakan serta memanfaatkan jaringan bisnis dan bank data.

4). Kemitraan

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menumbuhkan
iklim usaha adalah dengan membantu pelaku UMKM untuk bekerja sama
dan masuk ke ritel-ritel modern, dengan adanya hubungan kerja sama
dengan pihak swasta maupun ritel membuka lapangan pasar bagi UMKM
serta dapa menumbuhkan serta kemandirian untuk bagi UMKM. Namun
berdasarkan kenyataan dilapangan, belum semua produk UMKM berada

di ritel-ritel modern. Hal ini disebabkan karena prosedur untuk masuk ke
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ritel-ritel tersebut cukup banyak sehingga menimbulkan rasa enggan pada
pelaku UMKM.
5). Perizinan Usaha

Perizinan usaha juga merupakan aspek penting yang perlu
diperhtikan manfaat dari adanya perzinan usaha ini agar suatu usaha
mendapatkan kelegalitasnnya Dengan adanya legalitas ini maka selain
usahanya sudah legal, juga akan diberikan kemudahan dalam
kepengurusan pemodalan, mendapatkan pendampingan dari pemerintah
serta memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan
mempermudah perizinan bagi pelaku usaha skala mikro dan ultra mikro.
Bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro cukup mendapat surat
keterangan usaha dari desa. Khusus untuk pelaku usaha kecil, menengah
hingga besar dapat melakukan perizinan usaha di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Syarat perizinan usaha pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. diklasifikasikan menjadi tiga yakni
rendah, menengah dan tinggi. Selain itu dalam melakukan perizinan juga

tidak ada pungutan biaya selain retribusi INP dan Trayek.

8Rahmanisa Anggraeni, “Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menenga
h,” Jurnal: Hukum,vol 1, no. 1, (2021), http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/12
43/894.
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6). Kesempatan Berusaha

Pemerintah daerah juga memberikan keleluasaan dan kesempatan
bapi pelaku UMKM vyang ingin berusaha. Pemerintah bahakan bekerja
sama dengan pihak swasta untuk menyediakan lokasi khusus bagi pelaku
UMKM yakni Sentra Bisnis selain itu, fokus pada penentuan dan
penyediaan tempat usaha seperti penyedian pasar dan lokasi wajar untu
pedagang kaki lima. Jumalah pesebaran pasar di Kabupaten Luwu Utara
dapat disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4.6 Jumlah Pasar Per Kecamatan di Luwu Utara

No Kecamatan Jumlah pasar
1 Sabbang 5
2  Sabbang Selatan -
3 Baebunta 7
4 Baerbunta Selatan -
5 Rongkong -
6 Seko 1
7 Rampi -
8 Masamba 1
9 Mappedeceng 3
10 Sukamaju 3
11 Sukamaju Selatan 3
12 Bone-Bone 5
13 Tana Lili 4
14 Malangke 7
15 Malangka Barat 5

N
N

Luwu Utara

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara 2020
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam hal memberikan

kesempatan kerja telah berupaya seoptimal mungkin. Campur tanganya
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dalam pembangunan pasar turut membantu para pelaku usaha. Namun,
seperti yang terlihat pada tabel 4.5 masih terdapat beberapa Kecamatan
yang belum mendapatkan pembangunan pasar selain itu masih terdapat
beberapa pasar yang berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.
Sehungga untuk kedepanya perhatian pemerintah diharapkan dapat
ditingkatkan guna membantu dan meningkatkan UMKM di Kabupaten
Luwu Utara.
7). Promosi Dagang

Salah satu langkah yang dapat diupayakan dalam memasarkan
produk adalah melakukan promosi. Promosi dilakukan dengan tujuan
untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Selain itu promosi juga
digunakan untuk menjelaskan kepada konsumen mengenai keunggulan
suatu produk.®’

Realita di lapangan, Pemerintah Daerah juga telah berupaya
melakukan promosi produk usaha UMKM. Selain mengikutsertakan
pelaku UMKM dalam kegiatan pameran, pemerintah juga berusaha
memasukan produk UMKM ke retail modern, bahkan Pemerintah Daerah
juga memberikan bantuan terhadap para pelaku usaha yang ingin
membuat label halai MUI, memfasilitasi pembuatan HAKI, fasilitasi SSP-

IRT dan juga membantu dalam hal kemasan produk,

8Tranita, “Faktor-Faktor Promosi dalam Memasarkan Produk Terhadap Perilaku Pembelian
Online di Masa Pandemi Covid -19( Studi Kota Tanjungpinang)”, Jurnal Bahtera Inovasi, Vol. 4, No.
1, 2020 https://ojs.umrah.ac.id/index.php/bahterainovasi/article/view/2756/1120
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8). Dukungan Kelembagaan

Dukungan kelembagaan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 15
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan
menengah dipandang sebagai dukungan kelembagaan yang ditujukan
untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga
layanan pengembangan usaha, penasehat kepada mitra bank dan lain-lain.
Lembaga profesi sejenis seperti yang mendukung pengembangan usaha
mikro, kecil dan menengah.

Upaya pemerintah dalam mendukung UMKM ditunjukkan dengan
adanya batuan untuk bekerja sama antar pelaku UMKM dan ritail modern.
Selain itu juga memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan
Dana KUR. Terlepas dari pada itu pemerintah daerah dapat lebih
berupaya untuk membantu perguliran UMKM mengingat dukungan
kelembagaan ini sangat penting. Pemerintah daerah Kabupaten Luwu
Utara akan terus berupaya sejalan dengan perkembangan jumlah serta
potensi UMKM khususnya di Luwu Utara. Bahkan bentuk dukungan
pemerintah juga dibuktikan dengan adanya vaksinasi covid bagi pelaku
UMKM di Kabupaten Luwu Utara serta memberikan dana bantuan Covid

bagi UMKM melalui Peraturan Bupati No 21 Tahun 2020.
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b. Upaya Pemerintah dalam Penguatan Potensi Usaha
1). Bidang Produksi dan Pengolahan]

Produksi adalah kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah suatu
barang dengan memasukkan faktor-faktor produksi secara bersamaan.
Sedangkan Pengolahan merupakan suatu proses atau tahap pengerjaan
barang agar menjadi lebih sempurna.®® Upaya yang dilakukan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara adalah kemampuan
meningkatkan pengelolaan usaha yakni melalui pelatihan manajemen
usaha, pendampingan, fasilitasi sertifikasi Halal MUI dan pembuatan
HAKI, serta pengemasan.

Selain itu untuk mendukung kegiatan produksi dan pengolahan,
pemerintah juga memberikan bantuan peralatan dalam bentuk hibah
kepada IKM di Kabupaten Luwu Utara. Upaya pemerintah ini dilakukan
sebagai bentuk penguatan potensi usaha dibidang produksi dan

pengolahan.

8Muhyina Muin, “Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Hasil Produksi Merica Di Desa Era
Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, > Jurnal Economix 5, no. 1 (2017), https://ojs.unm.ac.i
/economix/article/view/5374/3114 .
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Tabel 4.7 Daftar Nama Kelompok Penerima Hibah Barang

No Kelompok/IKM Ketua Jenis Usaha Alamat
Penerima
1 Ifa Taylor Hapipa Menjahit  Kel. Baliase
Kec. Mappedeceng
2 Fatri Taylor Nurwiah Menjahit ~ Desa Harapan

Kec. Mappedeceng

3 Mappedeceng  Sitti Hajar Menjahit ~ Desa Mappedeceng
Taylor Kec. Mappedeceng
4 Abian Furniture Faisal Furniture  Desa Paladan
Kec. Baebunta
5 Farhan Irwan Percetakan  Desa Patoloan
Kec. Bone-Bone
6 Aulya Taylor Nurheni Menjahit ~ Desa Tandung
Kec. Malangke
7 Belawa Baru Maskur Bengkel Las Desa Pattumang
Kec. Malangke
8 Harapan Nasaruddin ~ Pengolahan  Desa Pembumang
sagu Kec. Mal Barat
9 Sehati Saderia Pembuatah  Desa Waelawi
Uddin Kue Kec. Mal Barat

Sumber: DP2KUKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020
2). Pemasaran

Pemasaran merupakan bagian yang sangat penting dalam
menunjang usaha para pelaku UMKM. Untuk manjukan serta melebarkan
jangkaun pemasaran maka dibutuhkan izin PIRT (Perizinan Pangan
Industri Rumah Tangga) yang memberikan petunjuk serta jaminan bahwa
produk (makanan) tersebut terlindungi serta aman untuk dikonsumsi yang
telah diuji oleh dinas kesehatan.®

Pemerintah kabupaten Luwu Utara melakukan upaya penguatan

potensi UMKM di bidang pemasaran melalui kegiatan-kegitan pameran,

8 Ahmad Jupri, “Pentingnya lIzin PIRT Terhadap UMKM Di Kelurahan Rekam Untuk Menin
gkatkan Pemasaran Produk,” Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA 4, no. 4 (2021).
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pelatihan, juga memfasilitasi produk UMKM untuk dapat bersertifikat
halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha harus memiliki
PIRT (Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga). Pemerintah daerah
berupaya untuk memperluas jangkauan pemasaran UMKM dengan
memfasilitasi PIRT bagi pelaku UMKM. PIRT merupakan salah satu
syarat juga untuk masuk di retail modern, Hal ini tentunya dapat
membantu para pelaku usaha untuk bekerja sama dan memperluas
jangkauan pasarnya
3). Sumber Daya Manusia
Kemampuan dan keahlian seseorang merupakan sesuatu yang ada
didalam diri mereka dan dapat menjadi pengukur dalam memprediksikan
keampuan dirinya terkhusus Kkinerjanya. Sumber Daya Manusia
merupakan kopetensi yang berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan,
kemampuan serta karakter pribadi yang berpengaruh terhadap hasil
kinerjanya.%
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya untuk
mengembangan dan meningkatkan kualitas serta mutu sumber daya
manusia khususnya para pelaku UMKM. Upaya pemerinrah dalam

pengembangan ini bahkan hingga bekerja sama dengan pemerintah

%Ni Made Suidari and Ni Made Rai Juniariani, “Pengelolaan Keuangan, Kompetensi Sumber
Daya Manusia Dan Strategi Pemasaran Dalam Mengukur Kinerja UMKM,” Jurnal Kumpulan Riset
Akuntansi (Krisna) (n.d.), https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/1423.
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provinsi untuk melakukan sosialisasi. Selain itu UMKM di Kabupaten
Luwu Utara sering diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan di BDI.
4). Desain dan Teknologi
Sejauh ini, Pemerintan Daerah Kabupaten Luwu Utara telah
berupaya untuk mengembangakan usaha pelaku UMKM dengan
memanfaatkan teknologi sebagai media pemasarannya. Pemerintah
bahkan melakukan pelatihan terkait pengembangan aplikasi pemasaran e-
comers. Selain itu, Pemerintah daerah juga turut membantu pelaku
UMKM yang ingin mendesain kemasan produknya. Fasilitas ini diberikan
pemerintah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap produk-produk
UMKM di Kabupaten Luwu Utara.
c. Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Usaha
Perlindungan terhadap UMKM menjadi penting, dan hal ini juga
tertuang dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tentang UMKM, yang:
1). Perusahaan besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM sebagai
mitra usaha dalam menjalankan hubungan kemitraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26.
2). Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha kecil dan
menengah sebagai mitra usaha.
Undang-undang tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk
memberdayakan UMKM, terutama dalam menekan persaingan dan

perlindungan antara usaha besar, usaha mikro, dan UMKM yang timpang.
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Salah satu upaya pemerintah dalam menekan persaingan antar pelaku
usaha adalah dengan membangun kualitas UMKM baik dari segi produk
melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun bantuna hibah baik berupa
uang maupun peralatan dan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-
pelatihan kewirausahaan. Selain itu juga memberikan peluang kepada pelaku
UMKM untuk masuk ke ritail modern,

2. Faktor — Faktor Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara
Pemberdayaan UMKM di Luwu Utara merupakan kegiatan yang dilakukan
secara terencana dan menyeluruh yang juga mencakup seluruh komponen
secara terencana dan terpadu. Dalam kegiatannya, pemberdayaan ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang menghambat maupun mendukung
proses tersebut. Berikut adalah salah satunya
a. Faktor Penghambat Pemberdayaan

1). Keterbatasan Anggaran
Anggaran merupakan salah satu alat manajement yang digunakan
untuk mengimplementasikan rencana kerja.’* Kebanyakan para pelaku
UMKM di Kabupaten Luwu Utara berhenti dikarenakan kurangnya modal
atau anggaran untuk usaha mereka. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

Utara sebenarnya telah memberikan bantuan dalam bentuk hibah baik itu

91Kiki Hardiasyah Siregar and Nazamuddin Ritonga, “Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perenca
naan Dan Pengawasan Pada PT. Perkebunan Nusantara |11 (Persero) Medan,” Jurnal Visi Ekonomi Aku
ntansi Dan Manajemen 2, no. 2 (2020), https://ibmimedan.com/ojs/ojsibmi/index.php/JIBMl/article/vie
wi/75.
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dalam bentuk peralatan maupun uang, namun bantuan ini tidak diberikan
secara keseluruhan kepada UMKM di Kabupaten Luwu Utara.

Keterbatasan anggaran tentunya berdampak pada pemberdayaan
UMKM di Kabupaten Luwu Utara, mengacu pada misi RPJMD Kabupaten
Luwu Utara untuk meningkatkn perekonomian masyarakat Luwu Utara
yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik
pariwisata, diharapkan pemerintah daerah dapat merencanakan dengan baik
bentuk pembiayaan dan penganggaran untuk setiap pemberdayaan usaha
mikro, kecil dan menengah. sebuah program. Dengan meningkatnya
pembiayaan untuk pemberdayaan UMKM maka akan berdampak pada
peningkatan pendapatan sekaligus kemandirian UMKM. Karena mengingat
potensi UMKM dalam menyerap lapangan kerja dan pendapatan daerah
melalui  perpajakan usaha dan kemandirian masyarakat dalam
perekonomian.

2). Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan kompetensi, kemampauan
pelaku UMKM atau karyawan dalam menjalankan kegiatan usahanya
dalam kondisi dan situasi kapanpun.®? Pemberdayaan SDM terlihat dari
dua pihak yaitu UMKM dan aparat pemerintah. UMKM harus memiliki

keterampilan untuk mempertahankan usahanya. Beberapa pelaku UMKM

92Moh Ubaidillah, “ Menjaga Keberlangsungan UMKM pada Masa Wabah Covid -19”, Vol.
4, No. 2, 2020 http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/7674/2969
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masih terkendala, masih belum paham bagaimana melengkapi pengurusan
terutama untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Disisi lain Sumber daya manusia di instansi pemerintah yang
bertanggung jawab terhadap UMKM belum sepenuhnya melaksanakan
tugas yang diberikan kepada mereka, hal ini juga disebabkan keterbatasn
jumlah ASN yang berada di pemerintah.Hal ini tentunya berdampak pada
tidak tepat sasarnnya bantuan yang diberikan seperti gerobak dan tenda.

3). Adanya Pandemi Covid -19

Pandemi COVID-19 yang melanda belahan dunia hingga Indonesia
tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun pandemi ini juga
berdampak pada sektor ekonomi, mulai dari industri besar hingga usaha
kecil menengah di Indonesia. Begitu juga yang dirasakan oleh para pelaku
UKM di Kabupaten Luwu Utara, sehingga hal ini juga menjadi salah satu
kendala dalam pemberdayaan di Kabupaten Luwu Utara. Selain
pemotongan anggaran, terbatasnya aktivitas para pelaku UMKM
mengakibatkan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah kurang optimal.

4). Akses Jalan ke Lokasi UMKM terpencil

Fasilitas dianggap sebagai salah satu hal terpenting yang

mendukung, mulai dari proses produksi, proses distribusi, bahkan hingga

proses pemasaran. Kabupaten Luwu Utara memiliki 3 wilayah di dataran
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tinggi, 1.000 meter di atas permukaan laut yakni Rampi, Rongkong, dan
Seko.

Jalan menuju kawasan ini agak sulit untuk dilalui. Seko atau Rampi
dapat dicapai melalui udara karena di daerah tersebut terdapat bahan bakar
udara. Hal ini menyulitkan para pelaku usaha yang sebagian besar
menggunakan bahan baku dari daerah selain itu pemerintah daerah juga
kesulitan dalam memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM disana.

b. Faktor Pendukung Penberdayaan
1). Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia selain sebagai faktor penghambat juga
menjadi faktor pendukung pemberdayaan UMKM hal ini dikarenakan
SDM dapat meningkatkan produksi dengan keterampilan dan kemampuan
yang dimiliki. Pelaku UMKM di menggunakan keterampilan yang dimiliki
untuk mengolah kekayaan alam yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Sehingga untuk lebih meningkatkan kemampuan pelaku usaha
ini, pemerintah gencar melakukan pelatihan dan pembinaan untuk
meningkatkan, menumbuhkan serta mengembangkan UMKM dalam
menjalankan usahanya.

2). Bantuan Modal dan Peralatan

Selain sumber daya manusia, Sumber Daya Permodalan juga

mempengaruhi perkembangan UMKM khususnya di Kabupaten Luwu

Utara. Sedangkan untuk dana bergulir sendiri sudah lama ditolak, namun
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pelaku UMKM dapat membentuk kelompok dan dapat mengajukan
permohonan berupa proposal kepada pemkab Luwu Utara.

Selain menerima hibah dari pemerintah daerah, pemerintah juga
memberikan subsidi bunga dalam pembiayaan melalui program Dana
Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemberian fasilitas melalui Dana KUR
memberikan akses kepada UMKM untuk dapat lebih mengembangkan
usahanya dan tentunya menciptakan kemandirian usaha.

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah beragam setiap
tahun tergantung anggaran, baik itu bantuan hibah dalam bentuk uang,
peralatan maupun kemasan, bantuan gerobak maupun bantuan tenda.
Adapun fasilitas-fasiltas lain seperti bantuan akses ke lembaga Keauangan
seperti bank, Label Halal, PIRT ataupun Haki juga diberikan oleh
Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah juga memberikan bantuan Covid
-19 kepada 846 UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini di lakukan oleh
Pemerintah daerah selain memperbaiki iklim usaha akibat pandemic covid -
19 juga sebagai upaya agar UMKM di Kabupaten Luwu Utara dapat
mandiri dan berkembang.

3). Kekayaan Sumber Daya Alam

Indonesia mendapatakan julukan surga hal ini disebabkan karena

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan iklim

yang baik. Dan setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai SDA
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unggulannya.®®* Seperti pemafaatan perkebunan, pertanian yang melimpah
di Kabupaten Luwu Utara. Kebanyakan orang mengolahnya menjadi bahan
makanan siap saji. Contoh pemanfaatan sumber daya alam seperti: Keripik
Pisang dan cakko’ cakko’ yang berbahan dasar sagu, bahan dikombinasikan
dengan kelapa, jahe dan gula merah yang diolah oleh masyarakat di
Kecamatan Sabbang, ada juga Keripik Labu yang diolah oleh masyarakat
di Kecamatan Tana Lili. Ada Masyarakat ini merupakan salah satu dari
binaan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Ukm di Kabupaten
Luwu Utara.

Pemerintah tak hanya mensupport kelompok-kelompok usaha,
usaha mandiri juga di support oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Utara. Para wirausaha muda yang menjual minuman dan makanan kekinian
juga di support oleh Pemerintah Daerah dengan pemberian bantuan
gerobak dan tenda. Dengan keterampilan serta bantuan dari Pemerintah
Daerah masyarakat dalam mengolah sumber daya alam yang dimiliki oleh
Kabupaten Luwu Utara.

4). Kebijakan Pemerintah

Pemberdayaan UMKM di Luwu Utara tidak lepas dari campur

tangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berupaya untuk

meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Luwu Utara, selain

%Irza Triwahyuni, dkk. “Sistem informasi UMKM Marmer Berbasis Website pada Desa Gam
ping Kecamatan Campurdarat”, Artikel Sistem Informasl Manajemen, 2021 https://osf.io/bpxc6
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mempertimbangkan potensi alam yang dimiliki Kabupaten Luwu Utara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjadi dasar pemberdayaan
UMKM oleh Pemerintah Daerah Luwu Utara.

Disamping itu, perhatian pemerintah terhadap UMKM tercermin
dalam Perbub Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara
pemberian bantuan Pelaku UMKM Dalam Penanganan Dampak Corona
Virus Disease 2019. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memulihkan
perekonomian UMKM di Kabupaten Luwu Utara di masa pandemi. Hal ini
tentunya menjadi pendorong pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu

Utara.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 12 responden dari pemerintah dan 6
pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Sehingga peneliti dapat menarik
kesumpulan bahwa:

1. Pemerintah di Kabupaten Luwu Uara telah berupaya melakukan pemberdayaan
UMKM di Luwu Utara dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008. Upaya tersebut diklasifikasin secara umum menjadi tiga peran
yakni pertama menumbuhkan iklim usaha, penguatan potensi usaha dan
perlindungan usaha. Untuk menumbuhkan iklim usaha pemerintah daerah
memberikan dukungan, baik dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana,
informasi bisnis, kemitraan, perizinan, peluang usaha untuk mempromosikan
perdagangan dan dukungan kelembagaan. Upaya pemerintah dalam penguatan
potensi usaha adalah dengan memfasilitasi pemgembangan usaha dibeberapa
bidang yakni dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya
manusia serta desain dan teknologi. Selain itu upaya perlindungan yang
dilakukan pemerintah untuk melindungi UMKM di Kabupaten Luwu Utara
adalah dengan membangun kualitas UMKM baik dari segi produk melalui
penyediaan sarana dan prasarana maupun bantuna hibah baik berupa uang

maupun peralatan dan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan
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kewirausahaan. Selain itu juga memberikan peluang kepada pelaku UMKM
untuk masuk ke ritel-ritel modern di Kabupaten Luwu Utara
2. Beberapa faktor yang menjadi pendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten
Luwu Utara yakni SDM, bantuan modal dan peralatan, kekayaan SDA, serta
kebijakan pemerintah. Disamping itu, terdapat beberapa faktor penghambat
pemberdayaan di Kabupaten Luwu Utara, yakni keterbatasan anggaran, SDM,
pandemi covid-19 serta sulitnya akses jalan ke lokasi-lokasi terpencil.
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti terkait pemberdayaan
UMKM di Kabupaten Luwu Utara adalah
1. Praktis
a. Pemerintah Daerah perlu untuk lebih meningkatkan program-program
pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Luwu Utara.
Langkah atau cara yang dapat dilakukan ialah memberikan penyadaran
terhadap masyarkat terkait pentingnya berwirausaha juga memberikan
pelatihan-pembinaan yang kreatif serta inovatif terkait pemanfaatan sumber
Daya Alam daerah. Selain itu, melihat perkembangan zaman saat ini,
Pemerintah Daerah perlu untuk lebih memperhatikan pemanfaatan teknologi
dan internet bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan melalui promosi di
media sosial dengan melakukan bimbingan teknologi terkait pentingya market
place sebagai strategi meningkatkan penjualan pelaku UMKM di Kabupaten

Luwu Utara. Selain itu upaya pemberian bantuan hibah baik berupa dana
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stimulan maupun peralatan agar lebih merata lagi, menyeleksi dan mensurvei
secara terperinci mengenai keadaan atau kondisi masyarakat yang akan
dibantu agar bantuan tepat sasaran. Pemeratan pembangunan sarana seperti
pasar musti lebih ditingkatkan lagi selain dikarenakan masih ada beberapa
pasar yang berada dalam kondisi rusak, pembangunan pasar di beberapa
daerah masih belum ada.

b. Disarankan agar pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku UMKM bekerja
sama untuk memberdayakan UMKM di Kabupaten Luwu Utara guna
mengurangi hambatan dan meningkatkan dukungan untuk pemberdayaan
UMKM.

2. Peneliti
Untuk penelitian selanjutnya semoga dapat memberikan hasil yang lebih baik
lagi. Selain itu semoga dari hasil penelitian yang diperoleh ini bisa menjadi
bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta sebagai pelengkap artikel yang

belum diteliti.
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Biti Kota Palogo 91914 TQBDOI‘\MP 0B5243175771
o ruoro  Emal tebi Biainpalooo. ac. id; Website:

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah inl

Nama . Saepul, S.Ag., M. Pd.l
NIP : 18720715 200604 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : FEBI IAIN Palopo

menerangkan bahwa:

Nama © ARKA DAMAYANTI

NIM : 17 0401 0121

Semester/Prod: : X/ EKIS

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tungga' (UKT)
semester | s/d X

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Maret 2022
a Bagian Tata Usaha

e
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONCMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI EKONOMI SYARIAH
Jalan Bits Kota Palopa 91914 Telepon 085243175771
iR acid Webste hitps Vfebi ianpalope ac idf

SURAT KETERANGAN
NOMOR: B193/In, 19/FEB| 04/KS 02/EKS/02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (1) |

TAIN PALOPO Ei

Nama : Arka Damayanti
NIM S 17 0401 0121
Program Studi  : Ekenomi Syariah

benar telah mengikut perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi ekonomi syariah dan
dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester | tahun akademik 2017/2018
s d semester VIl tahun akademik 2020/2021 berdasarkan data nila: prodi

Demikian surat keterangan ini diberkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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[Tt
SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR - 31 TAHUN 22
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGUII SKRIPS] TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS EKXONOMI DAN

RISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menunbang 0. bohwa demi keloncarsn proses pengujian seminae hasil dun uptan munagasyah hagi
mabasiswa Program S1. makn dipendang perfu dibentok Desen Penguji Semminar Semsinar
Haxil dan Ujian Munagasyah;
b. Mw-mﬂwjmmmnmw Seminar Hasil dsan Ujian
dimaksod dalam batir o df stas. maka perfa disctapkan melalai
surl Keputasan Rekror.
Mengingat 1. Undeng-lndsng Rl Namor 20 Tahan 20073 tentang Sistem Pendadikan Nasicnal;
I Unidng-Undsg RI Nomor 12 Taban 2012 tentang Penclidiken Tinggi:
3 Penituran Pemerintsh Noear 4 Tabun 2014 sentang Penyelenggarun Pendidikan dan
Pengeloluan Pergaruun Tinggk;
4. Pematurm Presiden BRI Nomoe 141 Tahun 2014 tentang Perubalum STAIN Palope Menjadi
IAIN Palopo;
5. Peraturm Menteri Agamss RI Namar 5 Tabun 2015 tentang Organisast dan Tata Kerja
IAIN Palopo.
hatik P kin Penguji dari Ketua Prodi
MEMUTUSKAN
Menetaphan KEPUTUSAN REKTOR JAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGLII
TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
Pertuma Menganghat mercka yung tersebut pada lasngiran surit § i seh
yaog tersebut pal alines pertama hurif () di stas
Kedua Tugax Dosen Pepgoji Seminae Hual dan Ujinn M h adalash - goreh
N mmenitai? mengevaliasd dun i g e i
berdnsarkan  wkripsi yang  dinjuks u:nl beri dan ikt hast) kep oy
pelibsunasn ujlan skripsi b dusurk anhangan  tinghut = dan
kunfitas pemalisun karya ilmsiah dalsn bentok llnpn.
Kenga Segala biaya yang timbul eebagas aldbut ditetupt Surat K i dibebankan kepada
DIPA JAIN PALOPO TAHUN 2022
Keempat Snxqmnlhhhm&mﬂﬁmnphhﬂhxmw
peuguiion munacusysh selesal. dan akan di 8! jika terdapat
kekelinan di dalummya.
Kelimu Surat Keputusan inl dissmpaikan kepuids yang bersangk unstuk dilak sanak by
mestinyn.
Diretapkue & * Palopo
Padu Tanpgol 31 Janwari 2022
Tembean :
1. Kobiro AUAK:

2. Mahisiswa yubg bersangkatan
3. Pertingzal



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR 1AIN PALORO

NOMOR : 31 TAHUN 222

TENTANG
PENGANGEATAN DOSEN FENGUI TUGAS AKHIR MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(TAIN) PALOPO
L Naune Mabasiswa Arka Damayoun
NIM 17 0201 0121
Fakukas Ekomom) Den Bisass kolam
Progrms Sosdi Lkomomi Symnah
n Judul Skripsi Persm Pemerintab (PEMDA) dabam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecll
dam M ih (UMKM) di Kab Luwu Utara.
e Tim Dosen Pengujl
Kenm Sidang Dir 1 Ramid M. MM
Sekrvtans Dr. Mub. Raedam Adullah, SEL M A,
Penguji Utama (1) Dr. Abemsd Syarsef becandar. SE. MM

Pemtens Pengwp (1)

Abd Kadic Ao, SE, M S
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DATABASE UMKM TERDAMPAK COVID-19 KABUPATEN LUWU UTARA

TAHUN 2020
SEKTOR USAHA
NO KECAMATAN Jﬂmllz;\nH JK > INDUSTRI PERTANIAN
L | pg@MINUMKULINER JASA KREATIF | OLAHAN KERAJINAN PERIKANAN | PERKEBUNAN
1 |BAEBUNTA 77 26 | 51 14 21 8 30 1 0 0
2 |BAEBUNTA SELATAN 42 16 | 26 9 10 7 13 1 0 2
3 |BONE-BONE 146 82 | 64 27 47 33 24 0 10 5
4 |MALANGKE 40 14 | 26 7 10 4 15 0 3 1
5 |MALANGKE BARAT 52 19 | 33 16 8 2 25 1 0 0
6 |MAPPEDECENG 23 1 | 12 6 7 0 10 0 0 0
7 |MASAMBA 224 81 | 143 99 52 17 42 0 14 0
8 |RAMPI 11 7 | 4 0 2 2 5 2 0 0
9 |RONGKONG 4 1] 3 2 1 1 0 0 0 0
10 |SABBANG 93 36 | 57 46 14 6 13 1 1 12
11 |SABBANG SELATAN 10 5| 5 6 0 3 1 0 0 0
12 |SEKO 2 1] 1 1 0 0 1 0 0 0
13 |SUKAMAJU 84 55 | 29 26 18 13 24 1 0 2
14 |SUKAMAJU SELATAN 12 4| 8 4 5 0 3 0 0 0
15 |TANALILI 26 10 | 16 10 8 3 5 0 0 0
TOTAL 846 368 | 478 273 203 99 21 7 28 22

KADIS P2KUKM

Drs. H. MUH. KASRUM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197002151992021002
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JUMLAH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ( UMKM )

MENURUT SEKTOR EKONOMI PER DESEMBER 2020

KADIS P2ZKUKM

NO SEKTOR EKONOMI SxAA doAme ngl\\::{'AMH
MIKRO KECIL MENENGAH BESAR
1 Zzgtz}’r;iiﬁéizfrnakan, Kehutanan 2,851 118 16 B 2,985
2 |Pertambangan dan Penggalian 1,244 10 5 - 1,259
3 |Industri Pengolahan 1,677 42 3 - 1,722
4 |Listrik, Gas dan Air Bersih 1,243 10 2 - 1,255
5 |Bangunan 2,290 13 3 - 2,306
6 |Perdagangan, Hotel dan Restoran 2,182 14 3 - 2,199
7 |Pengangkutan dan Komunikasi 490 10 1 - 501
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa 788 9 2 ~ 799
Perusahaan

9 [|Jasa-jasa Swasta 148 21 5 - 174

JUMLAH 12,913 247 40 - 13,200

Masamba, Desember 2020

Drs. H. MUH. KASRUM, M. Si

Pangkt : Pembina Utama Muda
NIP. 197002151992021002
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BANTUAN WIRAUSAHA BERPRESTASI PROGRAM PEMBERIAN
DANA STIMULAN/PENGHARGAAN BAGI WIRAUSAHA PEMULA TAHUN ANGGARAN 2019

NO. NAMA KETUA NAMA KELOMPOK ALAMAT JENIS USAHA NILAI YANG
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN DITERIMA
1 |HADERIA UMKM BERKAH BUANGIN SABBANG SELATAN |LUWU UTARA |CAKKO' CAKKO' 10,000,000
2 |NUDDIN PEMUDA MANDIRI LABA MASAMBA LUWU UTARA |BENGKEL 10,000,000
3 |ERNAWATI SANGGAR SENI TARITA BALOLI MASAMBA LUWU UTARA |SANGGAR TARI 10,000,000
4 |JESEN KASDI "JK STYLE" KAPPUNA MASAMBA LUWU UTARA |PANGKAS RAMBUT 10,000,000
5 |MUHAMMAD NAUFAL, S.Kom |CASPER COFFEE BONE MASAMBA LUWU UTARA |WARKOP 10,000,000
6 |RIVAL TEA HOUSE KAPPUNA MASAMBA LUWU UTARA |ANEKA MINUMAN TEH 10,000,000
7 |JAMSAH BENGKEL LABRAC LABA MASAMBA LUWU UTARA |BENGKEL 10,000,000
8 |AISYAH PURNAMASARI BELL TEA BONE TUA MASAMBA LUWU UTARA |ANEKA MINUMAN TEH 10,000,000
9 |MEGA SANTIKA HELL TEA BONE MASAMBA LUWU UTARA |ANEKA MINUMAN TEH 10,000,000
10 |TENRI MEGAWATLS MASTER TEA BONE MASAMBA LUWU UTARA |ANEKA MINUMAN TEH 10,000,000
11 |ANDI WARDA KURSYITA SANGGAR PETTA PUANG ART  |BONE MASAMBA LUWU UTARA |SANGGAR TARI 10,000,000
12 |RINI APRIANTI MARSYA TAYLOR KAPPUNA MASAMBA LUWU UTARA |MENJAHIT 10,000,000
13 |MARDIA ERIN BROOCH KAPPUNA MASAMBA LUWU UTARA |KERAJINAN TANGAN 10,000,000
14 |JAMALUDDIN ALI, SE PRAJA MUDA KARANA BONE MASAMBA LUWU UTARA |KEDAI KOPI 10,000,000
15 |MARDIANSYAH BUTCAR WASH BONE TUA MASAMBA LUWU UTARA |PENCUCIAN KENDARAAN 10,000,000
16 |HAPSAN PONDOPO SARABBA BALIASE MASAMBA LUWU UTARA |SARABBA 10,000,000
17 |MUH. DAWAM LOKAGET BONE TUA MASAMBA LUWU UTARA |PISANG NUGGET 10,000,000
18 [ISWANDI MARRASA COFFEE BONE TUA MASAMBA LUWU UTARA |WARKOP 10,000,000
19 |LANI SETIAWATI USAHA KOPI "ARILHOTONK" KAPPUNA MASAMBA LUWU UTARA |PEMBUATAN KOPI 10,000,000
20 |MUH. RIJAL SANDHI RUMAH CUKUR INKOR MASAMBA LUWU UTARA |PANGKAS RAMBUT 10,000,000




BUDIDAYA IKAN DAN

21 |MISBAHUDDIN MUSLIMIN KABUT RIMBA SUMILLIN MASAMBA LUWU UTARA KERAJINAN 10,000,000
22 |ASMIN MA'MESA PANDAK MASAMBA LUWU UTARA [JASA ADVENTURE 10,000,000
23 |DEDI ASWAR MUDA JAYA BONE MASAMBA LUWU UTARA (BENGKEL MOTOR 10,000,000
24 |NURUL HIDAYATULLAH CAHAYA ILAHI CENDANA PUTIH MAPPEDECENG LUWU UTARA [PERCETAKAN 10,000,000
25 |[NGURAH PUTU TAMAN HARTA URASO MAPPEDECENG LUWU UTARA |CETAK BATAKO 10,000,000
26 |GUSTI NGURAH PUTU SUSILA |PRATAMA MOTOR URASO MAPPEDECENG LUWU UTARA (BENGKEL 10,000,000
27 |RAHMAN AZIZUL MOTOR URASO MAPPEDECENG LUWU UTARA (BENGKEL 10,000,000
28 |[SITI RUGAIYAH RUMAH JAMUR CENDANA PUTIHII |MAPPEDECENG LUWU UTARA (BUDIDAYA JAMUR 10,000,000
29 |DARMAWATI MELATI LOUNDRY MAPPEDECENG MAPPEDECENG LUWU UTARA (LOUNDRY 10,000,000
30 |ARWIN SYAH USAHA ARWINSYAH LARA BAEBUNTA LUWU UTARA (BIBIT KAKAO 10,000,000
31 |HASMIATI HUSAIN MATTIROWALIE MARIO BAEBUNTA LUWU UTARA [TELUR ASIN 10,000,000
32 [ASNARI PEMBIBITAN COKELAT ALIF LARA BAEBUNTA LUWU UTARA (BIBIT KAKAO 10,000,000
33 |[SITTI ABIDAH MIHTAHUL JANNAH LARA BAEBUNTA LUWU UTARA [PERCETAKAN 10,000,000
34 |RAISMAN HARAPAN MOTOR LARA BAEBUNTA LUWU UTARA (BENGKEL 10,000,000
35 [SILVANA RISKA NURUL RADDA BAEBUNTA LUWU UTARA [ANEKA KUE KERING 10,000,000
36 |NUR ASRIADIN PONDOK KUE LARA BAEBUNTA LUWU UTARA [ANEKA KUE KERING 10,000,000
37 |SURIANTO. P MEKAR SALASSA BAEBUNTA LUWU UTARA |(BUDIDAYA IKAN LELE 10,000,000
38 |[NURHASTATI KANTIN SETIA LARA BAEBUNTA LUWU UTARA [ANEKA KUE KERING 10,000,000
39 |SURYANTO HAFIZ BAKERY BAEBUNTA BAEBUNTA LUWU UTARA (PEMBUATAN ROTI 10,000,000
40 [MASTIA FAHIRA TAYLOR MARIO BAEBUNTA LUWU UTARA [MENJAHIT 10,000,000




41 |RESKY AMELIA MENJAHIT BAROKAH 68 PALANDAN BAEBUNTA LUWU UTARA |MENJAHIT 10,000,000
42 |ALFAJAR FAHRI MEUBEL MUKTI JAYA BAEBUNTA LUWU UTARA |MEUBEL 10,000,000
43 |ANUGRAH WATI NUGTEA LARA BAEBUNTA LUWU UTARA |ANEKA MINUMAN TEH 10,000,000
44 |IRMAWATI USAHA MAKDITA KARIANGO BAEBUNTA LUWU UTARA gégﬁ\?g KRIPIK DAN KUE 10,000,000
45 |SURYANI UMKM AFNY KARONDANG TANA LILI LUWU UTARA [KERIPIK LABU 10,000,000
46 |ADIANTO AINI MEUBEL LARA LARA BAEBUNTA LUWU UTARA |[MEUBEL 10,000,000
47 |NURALAM AREN LESTARI TULAK TALLU SABBANG LUWU UTARA |GULA MERAH 10,000,000
48 |NURDIATI TUNAS JAYA PARARRA SABBANG LUWU UTARA [SARABBA INSTAN 10,000,000
49 |SRI WAHYUNI MEKAR MELATI TAKKALALA MALANGKE LUWU UTARA |ANEKA KUE KERING 10,000,000
50 [HARIANTO. B KOPI MOTOMI ONONDOWA RAMPI LUWU UTARA |PENGOLAHAN KOPI 10,000,000
51 [MAGDIEL ROBIN KOPI POYAHAANG TANA MAKALEANG [SEKO LUWU UTARA |PENGOLAHAN KOPI 10,000,000
52 |INDRA SULISTIONO BERINGIN JAYA TANA MAKALEANG [SEKO LUWU UTARA |BENGKEL 10,000,000
53 |NUR HIDAYAH KOMBA INDAH KOMBA RONGKONG LUWU UTARA |MENJAHIT 10,000,000
54 |YUYUN LESTARI ALLO SEKONG SIRENDEN RINDING ALLO RONGKONG LUWU UTARA ggﬁg‘ggﬁg BATIK 10,000,000
55 |IMRAN K. KOMBA JAYA KOMBA RONGKONG LUWU UTARA |PENGGILINGAN KOPI 10,000,000
56 (MUHAMMAD AMRIN TAMBOKE TOWELANGI TAMBOKE SUKAMAJU LUWU UTARA |JASA PARIWISATA 10,000,000
57 [ROSDIANA KACANG SEMBUNYI SAPTAMARGA SUKAMAJU LUWU UTARA |KACANG SEMBUNYI 10,000,000
58 |HERMANSYAH BEPPA'-BEPPA' RECIEZ MINANGA TALLU SUKAMAJU LUWU UTARA |ANEKA KUE KERING 10,000,000
59 |M. YUSUF KAHAR MAJU BERSAMA BAKU-BAKU MALANGKE BARAT LUWU UTARA |[MEUBEL 10,000,000
60 |TENRI SA'NA SIPARIO TAKKALALA MALANGKE LUWU UTARA |ABON KERANG 10,000,000

KADIS P2KUKM

Drs. H. MUH. KASRUM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197002151992021002
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g

Bapak Drs.H.Muh Kasrum M.Si (Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,

Koperasi dan UKM Luwu Utara)

Bapak Ahmad Yani ST (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Luwu Utara)



Ibu Rahmawati ST (Kepala Seksi Fasilitasi, Distribusi Perdaganagn dan

Pengelolaan Pasar)



Ibu Ros (Kepala Sekse Bidang IKM Luwu Utara)



Bapak Nur Kholis (Kepala Desa Buangin, Kecamatan Sabbang Selatan)



Bapak Samjuddin (Sekretaris Desa Wonokerto Kecamtan Sukamaju Selatan)

e ;
Ibu Haderia (Ketua Kelompok UMKM Berkah Desa Buangin, Kecamatan

Sabbang Selatan)



Ibu Suryani (Ketua Kelompok UMKM Afny Desa Karondang, Kecamatan Tana
Lili)

Ibu Rosdiana (UMKM Desa Buangin Kecamatan Sabbang Selatan)



Y

Ibu Vivianti (salah satu UMKM yang beradi di Sentra Bisnis Masamba)

Sentra Bisnis Aneka Kuliner Masamba



Produk UMKM yang masuk di Ritel Modern



Area Senrta Bisnis Masamba



Pekan Raya Se Sulawei Selatan yang di adakan di Celebes Convention Center

Makassar

Stand dan Produk-Produk UMKM Kabupaten Luwu Utara dalam Pekan Raya Se

Sulawesi Selatan
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Arka Damayanti. Mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah

é semester X, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di
Kampus Hijau IAIN Palopo. Lahir pada tanggal 16 Maret
1999 di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju,
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sedang menempuh pendidikan S1 di IAIN Palopo. Selama menempuh
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